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ABSTRAK

Nami P Ayu Apung
Program Studi : Hmu Hukum Pidana
Judul :Beberapa Permasalahan Hukum yang Di Hadapi Jaksa Penuniut

Urmum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Tesis ini membahas mengenai beberapa permasalahan hukum vang dikadapi oleh
Jeksa Penuntut Umum dalam pesasganan tindak pidana perikanan. Penelitian ini
adalah penelitian normatif yang didokung dengan wawanncara. Hasil penelitian
adalah terdapat berbagai kendsla yang dihiadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
menangani kasus tindak pidana perikanan yaits adanya kebijakan pengendalian
tuntutan pidana, materi pasal — pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004
tentang Pertkanan, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti,. Untuk
mengatasi kendala-kendala tersebut, maka kebijakan penuntutan pengendalian
tindak pidana perlu dihilangkan karena menimbulkan independensi Jaksa dalam
menjalankan tugasnya seria perlunys revisi terhadap beberapa materi pasal dalam
Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta perlunya perbaikan
dalam mekanisme penyimpanan dan cksekusi barang bukti vang dipakai dalam
meiakukan tindak pidana perikanan tersebut,

Kata Kunei:
Tindak Pidana Perikanan
ABSTRACT
Name T Ayu Agung
Major : Criminal Law
Title : Some law problems that faced by Prosecutor in handling the

{Hegal fishing crime or casss.

This thesis discuss about some Jaw problems that faced by Prosecutor in
handling the illegal fishing erime or cases. This Is a normative research with field
interview. The result of this research that there are amount of problems that faced
by Prosecutor in handiing Hegal fishing crime/case, there are prosecution
discresion, act number 31 year 2004 about illegal fishing, storing, handling and
exgcution of the evidence. To solve that problems, prosccutors must have their
own discration about prosecution, so they have independency in working on their
duty. The other that the sct needed to rearrange some of the articles inside illegal
fishing act, and at least there must be n renew about storing, handling and
execution of the evidencs that used to offense illegal fishing crime.

Key Ward @
illegal fishing crime
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BAB1
FENDAHULUAN

L1, Latar Belakang Masalah

Kegiatar tindak pidana perikanan telah lama merugikan negara kifa,
Tindak pidana perikanan yang dalam dunia internasional dikenal dengan
istilabh “lllegal, Uhmregulated, and Uwreported Fishing” (UL} artinya
penangkapan ikan yang filegal, tidak dilaporkan dan tidak sesual aturan vang
berlaku,’ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.1, Pasal 3.2 dan Pasal
3.3 Internationnd Plan of Action to Prevent, Deter omd Eliminate Hiegdl,
Unreported and Unregylated Fishing (IPOA - FUU Fishing)?

Dalam PERMA No.0l Tahun 2007 tentang Perikanan, juga dikenal
istilah fllegal, Unregulated, ud Unreported Fishing. Adapun yang dimaksud
dengan Hlegal, Unregulated, and Unreporied Fishing dalam PERMA No.0l
Tahun 2007 yaitu Wegel Fishing adalgh kegistan perangkapan iken yang
dilakukan oleh orang atau kapal perikanan berbendera asing atau berbenders
Indonesia di WPP-RI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia}
tanpa izin atag bertentangan dengan peraturan peruadang-undangan yeng
beriaks. Dhweporied Fisting adalah Registan penangKapan ikan yang tidak
pernah dilaporian atau dilaporkan secara tidak benar kepada instanst yang
berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
Kemudian Unregulated Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan pada suatu
area penapgkapan atau stok ikan di WPP-R1L:

(1}. Yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya.

(23, Dilaksanakan dengan cara yang tidak sesual dengan tanggungjawab
negara untuk pelestarian dan pengelolasn sumber daya ikan sesvai
bukum internasional ?

"Tommy Sihotang, “Masslak Hegal Unregrioted,  Unreporied  Fishing  dan
Penanggulangannye Meloldd Pengadilen Perikaran,” Jurnel Keodilan (Vol4Nol, Tshun
200572008 158,

* Melds Kamil Aviadno, Hukum Internasions? Hukum Yang Hidsp, { Jakerta:Disdie
Madia, 2007), bl 125,

* Perma No.OI Tahun 2007 wenieng Pengadilan Perikanan,
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Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana dua
pertiga dari total wilayahnya merupakan wilayah laut, dengan jumlah pulau
sebanyak [7.504 pulau dan pagjang garfs pantai 81.000 km. Di dalam laut
yang luas itu terkandung potensi lesteri sumber daya fkan jutaan ton, belum
lagl potensi sumber alam yang lain, khususnya yang bersifal non hayati,

sepert] sumber daya mineral, yang terkandung di dasar Jaut nusantara.®

Selain itu, dari 14 zonz fishing ground di dunia, sast ini tinggal dua
Zone yang masih potensial, Perairan di Indonesia merupakan salah satu dari
dua zona yang masih potensial tersebut. Oleh karens ftu seiek tshun 2000,
perairan di Indonesia kerap menjadi sasaran illegal fishing. Zona Laut Malaka
dan Laut Jawa merupakan zona terburuk dari iliegal fishing sehingga masuk
dalam kategori tengkap lebih {over fishing). Adapun Laut Arafury, Laut
Timor, Laut Banda dan perairan sekitar Maluku dan Papus merupakan zona
fishing yang menjadi incaran para pencuri ikan selanjutnys,”

Oleh karena dalam perairan Indonesia terkandung kekayaan sumber
daya ikan yang berlimpah dan merupakan salah sato dari dua zona fishing
grourd yang masih memiliki sumber daya tkan vang cukup potensial, maka
perziran Indonesia menjadi tujuan ptama dari para pelakn perompakan ikan
dari berbagai negara. Akibatnya semakin banyak kegiatan pencurian kan di
wilayah perairan Indonesia.

Pralctek itlegal fishing yang terjadi diperairan Indonesia mengakibatkan
kerugian hingga Rp.30 Trilyusn setiap tahun atau sekitar 25 persen dari potenst
perikanan vang ada di Indonesia. Bila dihifung, angka ifu sama dengan 1.6
juta ton per tahun. Sementara produktivitas perikanan tangkap di Indonesia

selama 2006 mencapai 4,9 juta ton dengan nilai ekspor mencapai 2,18 miliar

* Ariadno, op.cit, him. 129,
* Sihotang, koc.cit., hal 58,
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dollar AS. Jumish tersebut di huar volume ikan hasil tangkapan illegad, vang

biasanya langsung dibawa ke negara asal pencuri ikan.®

Tabel 1

Kerugian Ekonomi akibat illega! fishing

2062 2843 2004 2605 20406 29037 TOTAL
Jumish Kapal 1 & 11 14 1 it 1]
Peopdway
Jiniah Kagal 12 10 B3 112 132 163 kv
didhock
Kerugien yang bisa 28865 93553 | 203648 | 187545 | 305766 | 389.974 | 1271203
dsclamatbaniPyp Juia)

Selama 2002-2007 kerugian yang bisa diselamatkan secara langsung {direct)dari
kegiatan SDKP:Rp.1.289.951 miliarTotal anggaran Diien PZDKE 2002.

2007:Rp.1.202 miliar per 3 Desember 2007,

Sumber-Pusdatin DXKP.

Adapun  modus  operandi

kegiatan Iflegal,

Unreguloted, and

Unreported Fishing (1UU} Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Penna
No.01 Tshun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, dapat dikategorikan ke
dalam 4 golongan, meliputi :

I. Kapal Ikan Asing {KIA), kapai mumi berbendera asing melaksanakan
kegiatan penangkapan ¢i perairan Indonesia tanpz dilengkapi dokumen
dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia.

2. Kapal ikan berbendera Indonesia oks KIA yang dokumennya aspal (ash
tapi palsu) atau tidak ada dokumen iin.

3. Kapal Ikan Indonesia {KII}) dengan dokumen aspal (pejabat yang

mengeluarkan bukan yang berwenang atau dokumen palsu}.

§ Daa diperoleh dari Forom Keadilan, iihat Forsm Mo.S0115-21 Aprit 2008 “Kejutan i

Bulan April, hal 4L,

Universilas indonesia

Beberapa permasalahan..., Ayu Agung, FH Ul, 2008




4. Kapal Ikan Indonesia (KII} tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya
menangkap iksn tanpa ijin.

Kemudian Drir.All Sularse, MMA Direktur Pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P25DKP) mengatakan
bahwa pelanggaran yang umum dilakukan oleh para pelaku illegel fishing
yaitu pertama,; kapal penangkap ikan itu tidek memiliki §jin penangkapan fkan
sama sekali, Itv banyak dilakukan kapal-kapal berbendera asing vang masuk
ke perairan Indonesia. Kedoa, dia punya dokumen dan sudah dapat iin tetapi
ternyata dokumen itu ada juga yang palsu. Ketiga, menyalahi izin fishing
ground, misalnya izinnya di Samudma Hindia, tetapi dia menangkep di laut
Araturu. Modus laipnye menyalshi glal tangkap yang tidak sesuai dengan
ketentuan. Misalnya jaring maksimal ditzinkan 1000 meter tetapi dilapangan
ditemukan jaring dengan pemberat yanp sampai ke dasar dengan panjang 37
kilometer, Ini sudah menjadi modus yang umum ferdadi. Berkutnya adalah
transhipment, memindah ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini juga
sering terjadi. Bisa dilacak lewat transmitter. Ketentuannya pemindahan ikan
harus dilakukan di pelzbuhan, totapi mereka melakukan di lavt dan langsung
diekspor.”

Selain itu Direkfur Kapal Pengawas Bepartemen Kelaotan dan
Perikanan Willem Gaspersz, seperti diberitakan Kompas, Rabu 26 Maret 2008
yang mengatakan bahwa prakiel penyelundupan BBM untuk pencurian ikan
masih marak berlangsung, terutama di perairan perbatasan. Bebersps perairan
yang rawan praktek penyelundupan BBM dan pencurian tkan antars ais Laut
Arafura, Laut Sulawesi dan Laut Natuna di Kepulauan Risu, Penyelundupan
BBM dari Juar ncgerl kepada kapal Indonesia untuk ditukar dengan hasi
tangiapan ikan ditengarai merupakan modus pencuorian  yang  kerap
berlangsung. Imbal bailik suplai bahan baker tersebut berupa pasokan ikan ke

fuar negert tanpa izin.®

T Drlraji Sularso MMA, “Tigs Puluh Triliue Hileng Setiap Tehunt™, Forum Keadifan
(No.S0T15-21 April 2008):43.
% Sularso, loc.cit.
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Prakick Mlegal, Unregulated, and Unreported Fishing (TUU) ini tidak
hanya merugikan sccara materi dengan nilal frilyusan rupiah, telapi juge
menimbulkan  ancaman  ferhadap  kelestarian  sumber daya  ikan,
menghancurkan perekondmian nelayan, seria melanggar kedanlatan pegara di
lautan. Oleh scbab itu maka permasalahan TUU ini harus dilakukan suata
strategi baik pencegahan ataupun pemberantasannya secara terpadu maupun
komprehensif agar dapat menegakkan kedaulatan, keamanan, perekonomian

dan citra bangsa Indonesia sebagat bangsa bahari yang besar dan berdauiat.

Saast ini kite sudah memiliki Undang-Undang No31 Tahun 2004
tentang Perikanan sebagai ganti dari UU No.@ Tahun 1983 tentang Perikanan
dan beberapa peratursn pelsksanaan lainnya. Undang-Undang No31 Tahun
26804 ini bertujuan wntok mengantisipasi 1UU. Hal ini dikarenskan undang-
undang ini sangat jelas mengatur hal-hal vang selamis inf belum jelas.
Pertama, Undang-Undang ini mengatur mengenal peningkatan kapasitas
kelembagaan dari Departernen Kelantan dan Perikanan (DKP) yang kini tak
hanya mengelola pada aspek pengelolaan satwa dan taman [aut, dan peran
dalam penepakan peraturan perikanan. Kedua, mengatur agar pengelolaan
perikanan Indonesia dapat benar-benar mengacu pada Code of Conduct for
Regpomsible Fishery (CCFRF) yang difentukan oleh Badan Pangan Dunia
{Foad Agriculture Grganization/FAQ). Indonesia sebagai anggota FAQ tehh
mematuhi aturan main internesional. Hal ini fentunys berimbas pade opini
internasional bahwa seluruh produk kelautan dan perikanan aman dikonsumsi
dan mementingkan kelestarian. Kefiga, mengatur tentang sistern penegakan
hukum yang lebih baik yang antara fain meogatur mengenai sistem peradilan
perikanan, Keempat mengatur tentang Ketentuan Pidana yang dapat menjerat
para pelaku 10U, Kelima, juga mengatur mengenai pertanggungjawaban
korporasi yang berada di belakang mereka.?

Implementasi dari  peningkatan  kapasitas  kelembagaan  dari
Departemen Kelauten dan Perikanan (DKP) sebagai lembaga yang berperan

dalam peregakan peraturan perikanan sebagaimana vang diamanatkan dalam

* Sihotang, foc.cit, hal 61
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UU No.31 Tshun 2004 tentang Perikanan, yaitu denpgan mengadakan

kerjasama dengan instansi terkait serta melakukan operasi pengawasan,

DPalam hal ini, Departemen Kelautan dan Perikanan telah melakukan
operasi besar-besaran untuk memberantas perompak ikan dilactan. Ditjen
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelauwtan dan Perikanan
{P2SI¥K Py mencatat bahwa operasi pengawasan vang dilakukan DKP hingga
akhir Maret 2008, kapa! pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan
berhasil menghentikan dan memerikss sebanyak 333 kapal. Sembilan pulubh
defapan diantaranys diduga melakukan tindak pidana perikanan, Kapal-kapal
tersebut diantaranya terdirt dari 60 buah kapal ikan Indonesia dan 38 buah
kapal ikan asing. Kini ke 98 kapal tersebut telah diperiksa lebih Inajut. Siaran
pers DKP menyebut, dengan penangkapan iy, setidsknya sang Negara
sebesar Rp.234,0436 milyar terselamatkan,

Sedangkan mengenai pembentukan pengadilan perikaran sebagaimana
yang diamagatkan dalam UU No.31 Tahun 2604, maka Mabkamah Agung
telah mangeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Ferma) No.O1 Tabun 20067
tentang Pengadilan Periicanan. Dalam tahap pertama ini, pengadilan perikenan
dibentuk ¢1 lima dacrah yaity Medan, Jakarts Utara, Pontianak, Bitung dan
Tual.

Adapun slasan khusus kehadiran peradilan pidana perikanan pada
nokoknya dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, yaitu "

Pertama; dimenst ekonomi. D1 berDagai daersh disebutkan betapa banyak
pencurian ikan di laut oleh nelayan ssing. Kemugian bertrilyun rupizh setiap
tahun. Tetapi kita tidak berdaya, karena penegakan hukwm tidak memadai.
Salzh satu kunei kelemahan penepakan hukum tindak pidana perikanan adalah
pengadilan, karena ifu perlu dibentuk peradilan khusus. Anehnys tidak ada
jaksa khusus dan polisi khusus untuk perkara perikanan. Apakah kalaspun

“Data diperoiels dari Forum, fihat forum No.S0118 - 21 April 2008, Kejutan Bulan April,
hei 41,

""Bagic Manan, “Sembutzn Kelus Mabkamah Agung Pada Peresmian Peradifan Peradifan
Perikanan di Medan,” tangeal 4 Okiober 2002, Variz Peradilan {Tahun ke XXT1 No. 2858
Pesamber 2067): had, 8-140.
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dianggap ada kelemahian hanyz ada pada pengadilan atau hakim. Hukuman
yang dijatuhkan hakim terlalu ringan bahkan banyak yang dibebaskan. Untuk
itu perfu dibentuk peradilan perikanan sebagal instrumen penguatan
penegakan hukum. Tetapi tidak pemah dipertanyakan mengenai siapa yang
diadili, apa yang diadili, kosempurnaan penyidikan, dukwaan dan lain-lain.
Kalau kita konsekuen terhadap sistem vang disebut “Iuegrated crimingl
Justice system” atau lebih lvas “integrated legal systers” maka untuk
mennpjang penguatan pengadilan perfu juga penguatan aturan hukum,
penguatan pemerintahan, dan penguatan penegak hukum diluar pengadilan.
Tanpa penguatan unsurunstr fersebut, askan selalu munocul kelemmhan
pencgakan hukum. Dengan perkataan lain, keberhasilan melaksanakan dan
menegakkan hukum tidak hanya di peagadilan. Berbagai aturan hukem yang
tidak menunjang, kelemahan aparatur pelaksana dan penegak bukum di luar
pengadilan {(di luar hakim), dan birokrasi yang berbelit-belit, akan sangat
berpengaruh pada pelayanan dan penegakan hukum.

Kedua; Dimensi kedaulatan negara di laut. Walaupun hanya terbatas pada
tindak pidana perikanan, tetapi peradilan pidans perikanan yang koat akan
mendorong pihak asing menghormati kedanlatan kita di laut, sebagai bagian
dari kesatuan wilayah Negara R1,

Dari pernyataan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan torsebut diatas,
make dapat kits simpulkan bahwa masalah lemahnya penegakan hukum dalam
penanganan tindak pidana pencurian ikan bukanlsh hanya merupakan
tanggungjawsab salah safu lembaga dalam sistem peradilan pidana. Seluroh
lembaga-lembagsa yang merupakan sub-sistem dalam sistem peradilan pidana
kesemuanya bertanggungiawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

dalam menegakkan keberhasitan penanganan tindak pidana pencurian ikan.

Adapun penegakan hukum yang dilaksanakan dalam sistem peradilan
pidana, dimana salah satu sub-sistem aparal penegak hukum dalam sistem
peradilan pidana, adalabh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan. Jaksa
Penuntut Umum menjadi titkk sentral penegakan hukum dan ini sudah
dicanangkan dalam Uired Nation Guidelines on the Role of Prosecutors
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(Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders), ditetapkan di Kongres PBB VIII tentang
Percegahan Kejabatan dan Pembinzan Narapidana di Havana, Cuba, 27
Agustus- 7 September 1990, Salah satu konsideransnya menyatakan sebagai
berikut : 12

“Fhereas prosecutors play « crucial rale in the administration of justice,
and rdes concerning the performarce of their importart responsibilities
skould promote their respect jor and complicnce with the above-mentioned
principles, thus contributing te fair and equitcbie criminal justice and

¥

effective protection of citizens against crime... "

Kemiudian, dalam Pasal 2 ayat (1) UU Neo.lé Tahun 2604 1entang
Kejaksaan Rl disebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang
melaksanakan kekuasaan Negara di bidarg penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan undang-undang.

Tugas utama sebagal penuntut umum untuk melakukan penegakan
hukum yang dibebankan pada Kelaksaan menuntut kecakapan. Oleh sebab itu,
ciri mandiri mewaiibkan warga adhyaksa untuk selalu meningkatkan mutu
pengetahvan dan kemampuannya, Dan sebagai profesional, fentunya Jaksa
harus  memiliki  kernampuen mengembangkan hubungan baik  secara

perseorangan maupun institusi dengan institusi laimmya.”

Oleh sebab itu, maka Jaksa Penuntut Umum hares mengembangkan
kemampuannya agar proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-
pndang dapat teriaksana dengan efektif, termasuk dalam menangani kasus
tindsk pidana pencurian ikan yang masih banyak menghadapi berbagat
kendala dalam penyelesaiannya.

1.Z. Rumusan Masalah

* “Human Rights Libeary University of Minnesota, Guidefines on  the Rele of Frosecptors,
Eighth United Nations Congress on e Prevention of Lrime and the Freapmnent of
Offenders, Havara, 2?2 Aupest to 7 Seprember 1990, UN Daoe
AFCORE 1 44/28/Rev § at 1897 {1990), hitpivwvewrbumn.edu/ humenrisfinstree/IMorpduam,
diakses 20 April 2008,

PMarwan Effendy, Kejoksaon RI Posisi Dan Fungsirya Dari Fersfektif Huhkum,
{IaknrtaGramedia Pustaka Umbm, 28053, bal. 144,
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Tindak pidana perikanan yang melanggar hukum pada dasarnya dapat
diatasi dengan ketentuan perafuran nasional yvapg kuat, akan felapi masalah

penerapan serta penegakan hukumnya perlu mendapat perhatian yang serius.

Oleh sebab ito, dalam rangks membegrantas kegistan tindak pidana
perikanan, maka diperlukan aparat penegak hukum (polisi, PPNS, TNI
Angkatan Laut, Jaksa, hakim) dalam sistem peradilan pidana yang mampu
melaksanakan proses pencgakan hukum seefektif mungkin sehagaimana yang

diamanatkan dalam undang-undang,

Kejaksazn sebagai salah satu sub sistemn delam sistem peradilan pidana,
mempunyai beberapa tugas dan wewenang dalam penegakan hukum, vang
salah satunva dalam bidang hukum pidana yaitu melakukan peruntutan.

Selaniutnya dari pormasalahan utama yang dikemukakan diatas, untuk
membatasi  atau memfokuskan penelitian tesis ini, maka dapat diruniugkan

beberapa pertanyaan penclitian sebagai bertkut:

1. Bagaimana kebijakan penumtutan oleh Kejaksaan RI terhadap perkara
tindak pidana perikanan?

2. Kendala-kendala apakah yang diliadapi oleh Jaksa Penuntit Umum dalam
pencgakan hukum terhadap perkarz tindak pidana perikanan, dikaitkan
dengan dengan masgalah  Kkebiiakan melaporkan rencana  funfuian,
penerapan beberapa materi pasal dalam UU No.31 tahun 2004, penjatuban
hukuman tethadap korporasi yeng melakukan tindak pidana perikanan,
masalah wpaya hukum serta masalah mekanisme penyimpanan dan

eksekusi barang bukti?

3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakekan oleh Jaksa Penuntut Umurm dalam
rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan
setelah berdirinya pengadilan perikanan?

1.3, Tujuzn Penclitian

Berkaitan dengan beberapa permasalahan hukum yang dihadapi ofeh
jaksa pemuntot wmum dalam penanganan tindak pidana perikanan, maka
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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{. Moengkaji penegakan hukum oleh jaksa penuntt umum pada tahap pm

penuniutan, tahap penuntulan serta sewaktu melakukan wpaya hukum
dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan,

Mengkaji kendala-kendala vang dihadapi oleh Jeksa Penuntat Unnim
dalam penegakan hukum pada {shap pra penuntutan, penuntutan dan upayz
hukin dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan dikaitkan dengan
masaleh kebiiakan pengendalian tuntutan pidana, penerapan beberapa
materi pasal dalam UU No.31 tahun 2004, mekanisme penyimpanan dan
eksekusi barang bukii, penjatubas hukuman terhadap korporasi yang
melakukan tindak pidana pertkanan.

Mengkaji upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut
Umom dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap tindak
pidana perikanan setelsh adanya pengadilan perikanan,.

1.4. Kegunaan Penelifian

Kegunasn dilakukannya penslifian temtanpg beberapa permasalahan

hukum vang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak
pidana perikanan adalah :

1.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
mengensi penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum
dalam melakukan pra penuntutan, penuntutan serta upaya hukum sewaktu
menangani perkara tindak pidana perikanan dan dapat memberikan
surnbangan lerhadap perkembangan timu pengetaliuan khususnys hukum
pidana serta dapat menambah kepustakaan bagi para pihak yang berminat
dan berkepentingan denigan masalah ini.

Secara prakiis diharapkan dapat memberl masukan bagi Jaksa Penuntut
Umumn untuk meningkatkan dan meogembangkan pengetahuannya dan
keshliannya dalam penanganan tindak pidana perikanan.

1.8. Kerzngka Teori

(una wengkaji peranan jaksa penunfut umum dalam penegakan

hukum terhadap perkasra tindak pidana perikanan, dimana kejoksaan
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merapakan salah satu sub sistem darl sistem peradilan pidana, maka
penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijelaskan berikut ini.
Penanganan kasus-kasus findak pidana perikanan selama ini tidak

berjalan secara optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya

penanganan kasus tindak pidana perikanan. Hal ini sejalan dengan pendapat

dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwsa roasalah pokok penegakan

hukum sebenarnya terletsk pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyal arti yang netral, sehingge dampak positif

atau negatifya terletak pada isi faktor-fakior tersebut, vang antara lain adalah

sebagai berikut :'*

1. Faktor hukumnya sendiri, yaite produk perundang-undangan;

2. Fakior penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membsatuk maupun
mencrapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukumy

4. Faktor masyerakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan pergaulan hidup.

Kelima faktor terscbut saling berkaitan dengan cratnys, oleh karena
merupakan esensi dari penegakapn hukum, jups meropakan tolak ukur
daripada efektivitas penegakan hukum.

3.6 Keraugka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunskan dalam proposal ini memuat
definisi-definisi menurut para ahli hukum dan yang termuat dalam perundang-
undangan, disusun dengan maksud untuk menghindari salah pengertian dalam
rangka penelitian ini antara lsin:

Peranan berasal dari kata “peran” vang mendapat skhiran “an” yang
dalam hal mi diartikan sebagai:

“tindakan yang dilakukan oleh sescorang di suatu peristiwa”.'

YSoerjono Soekarto, Faktor-Fakior Yeng Mempengorubi Penegakan Hulum, (lakarta:Raja
CGrafindo Persada, 2004} kal.8.

Peparieren Pendidikan Nasioos), Kemus Besar Dahasa Indonesis, ed.3{JukeriaBalal
Pustaka, 2063}, hal §54.
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Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, peranan adalah -

“suatu sistemn kaidah-kaidah yang berisiken patoken-patokan perikelalouan
pada kedwdukan-kedudukan fertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana
dapat dipunyal oleh pribadi ataupun kelompok-kelompok. Pribadi vang
mempuntyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan (rofe oceupent) dan
perikelakuannya adalah berperannya pemegang peran tersebut (role

performance).”

Sedangkan pencgak hokumn dalatn fulisan ioi skan dibatasi pada
kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan
hukum. Kiranya sudsh dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup
mereka yang bertugss dibidang-bidang kehakiman, Kejakssan, kepolisian,
kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai
kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi
tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut sebenatnya
merupakan svatw wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-
kewajiban. hak-hak dan kewsiiban-kewajiban tadi merupakan peranan stau
role. Oleh karera i, seseorang vang mempunysl kedadukea terientw,

lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupation).

Juksa adaish misbat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk bertindak sebagal pensntut umum dan peleksansan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum (etap serta wewenang lain
berdasarkan undang-undang {pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutoya dalam Undang-
Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan

¥Soerionn Sockamo, Masaleh Penegakon Hukim (Bandung: Alumni, 1996), hat. 122,
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undang-undang (pasal 2 ayai(1) Undang-Undang No.16 Takun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia).

Tindak pidana perikanan schagaimana yang tercantum pada lampiran

bagian [. Istilah-Istilah Berkaitan dengan Tindak Pidanz Perikanan dalam
PERMA No.01 Tahun 2007 1entang Pengadilan Perikanan yaity

Hiegal Fishing adalah keglatan penangkapan jkan yang dilakukan oleh
orang atau kapa! perficanen berbendera asing atau berbendera Indonesia
di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan RI} tanpa izin atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Unreporied fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak pemah
dilaporkan astau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang
berwenang, tidak  gesual denpan peraturen  perundang-undangan
nasional;

Unregulated fishing adalah kegiatan penangkapan ikan pada suatu area
penangkapan 1kan atau stok ikan di WPP-RIL;

(1). Yang belom diterapkan ketentuan pelestariannya  dan
pengelolaaimya;

{2). Dilaksanskan dengan cara yang tidak sesual  dengan
tanggungiawab Negara untuk pelestarian dan  pengelolan

sumber daya ikan sesval hukum internasional.

1.7 Metode Penelitizn

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan yang

digunakan untuk menjawab permasalahan vang telah dirumuskan tersebut.

Adapun metode penelition vang digunakan terdiri deri sistematika sebagai
berikut

1!

Metade Penelitian

Untuk mencari kebenaran, diperlukan data, baik data kepustakaan
maupun data lapangan. Dalam mendapatkan, mengumpulkan, mengolah
dan menganalisis data diperlukan metode penelitian yang tepat ontuk
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memecahkan pokok permasalahan dalam membuktikan kebenaran
hipotesis. Penulis  Jebih  menckankan pada penielasan  mengenai
pendekstan yang digungksn penulis terhadap pokok permasalahan yang
diteliti, lebih beroriemtasi pada tujvan dan kegunaan, Oleh kerena iu
pendekatan yang fepat vaitu pendekatan nommeatif disertel dengan
WAWARCAra.

Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut

1. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan primer
antara lain: peraturan perundang-undangan, bahan sekunder antara lain
bahan-bahan karys flmiah, dan bahan tertier, antara lale kamus-kamus
dan lain-lain dengan menggunaken sarana kepustakaan sebagai sumber
untuk mendapatkan data sekunder.”’

2. Untuk melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan data
primer dengan melalui penelitian lapangan, terutama melakukan
wawancara terhadap rekan-rekan Jaksa yang sudah berpengalaman
menangani kasus tindak pidana perikanan, serta pihak-pihak torkait
lainirva dalam penanganan tindek pidana perikanan yaity hakim pada
pengadilan perikanan. Wawancaras dilakuken terhadap Jaksa-Jaksa
tindak pidana perikanan di Jakarta Utara yeitu Esther Tanak, SH dan
Yuana, SH serta Jaksa tindak pidana perikanan di Sorong, Papua yaitu
Esther Valerina, SH. Kemudian penulis melakukan wawancara dengan

antara

Y Menurut soerjono Soekanto, data sekunder dari sudut dam tipenya dapat dibedakan

Dala Sekunder yang bersifal pribadi, yaitu mencakuap:

a. Dokurnen pribedi, seperti surng, buky harias dam seterusnya.

b. Data pribadi yenp tersimpan di lembaga dimana yang bersenglutan pamah bekerja
eley sedang bekerja.

Dt sekunder yang bersifar publik mencakup:

& Dala arsip, yaifu dats yang dapst diperguneksn entuk kepentingan mish oleh pars
imuwsan,

b. Data resmi pads instansi-ingtansi pemeriniah, vang kadang-kadeng tidok mudsh wiuk
diperoleh, olch karens mungiin bersifat rehasia

¢, Data luin yang dipublikaciban, miselnys Yurisprudensi Mahitsmals Agung.

liknt Soerjonc Soekanto, Penganiar Pepelition Hubnm cetghon IH, (lakantz @ Elniversitas
Indoncsia, 19863, hal. 12
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Pantono Ronowijaya, SH Kasi II Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan
Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Penuntutan yang
mewakili Direktur Penuntuten pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus dan Darsha, SH Kasi Subdit Tindak Fidana Ekonomi dan
Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan
Eksekusi yang mewakili Direktur Upaya Hukum dan Eksekus] pada
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung RL
Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan para hakim ad
hoc pengadilan perikanan Jakarta Utara yaite Bpk. Ir.Des. Soehartono,
MM, Bpk. Ir. Takhwin Ocsman, Bpk. Dony Harso, S.IP dan fbu Hj.
Soemiati, SH.

3. Peuyajisn dap Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan disusun secara

sisternatis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisa kualitatif

dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data yang diperoich

secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan dan

memperoleh kejelasan terhadap permasalahan di dalam penelitian ini.

1.8 Sistemaiika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam bentuk dan susonan sebagai berikut :

Bab

Bab 11

PENDAHULUAN

Bab  ini menguraikan  mengenai  latar  belakang
permasalahan, rumusan permasalzhan, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konsepiual,
dan metode yang digenakan dalam peseliian inl serla

sistematika penulisan penelitian.

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA
PERTKANAN.,
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dalam bab ini akan divraikan, perkembangan pengaturan
tindak piiana perikanan di Indonesia, prosss penegakan
hukumn tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan
mienurut ketentuan hukum internasional, tindak pidana
dibidang perikanan menurut UU No.31 Tahun 2004, serta
keterkaitan tindak pidana perikanan menurut hukum
nasional Indonesia dengan ketentuan Internasional.

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM

-PENANGANAN PERRARA TINDAX PIDANA

FERIKANAN

Dalam Bab int menguraikan penegakan hukum oleh Jaksa
Penuntul Umum terhadap tindak pidana perikanan dari
tahap prapemintutan dan tahap penuntutan kemudian upaya
bk,

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Daiam Bab ini menguraikan hasil penelitian penegakan
hokum eleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan
tindak pidana peokasan, berbagai kendala yang
menimbulkan beberapa pormasafahan hukum bagi Jaksa
Penuntut Umuom dalam penanganas perkara tindak pidana
perikanan, serta upaya-upaya Jaksa Penuntet Umum dalam
mengatasi berbzgal kendala yang dihadept  dalam

penanganan perkara tindak pidana perikanan,
PERUTUP

Pada bab terakhir ini disampaikan kesimpulan yang
diperoleh dari analisis penefitien serta saran-saren yang
mungkin dapat digunakan dalam penegakan hukum tindak
pidana perikanarn,

Ursversitas Indonasis
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BAB I
TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERIKANAN

2.1, Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Perikavan Di Indonesia

Bagt Indonesfa, perikanan mempunyal peranan yang cukup penting
dalam pembangunan nasional. Hal ini discbabkan karena adanye beberapa
faktor, diantaranya adalah ;'

- Banyaknya nclayan menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha
perikanan tangkap;

- Aduanya sumbangan devisa yang jumlahnya cukup sipnifikan dan
cenderung meningkat dari tahun ke tahung

- Untuk memenuhi sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat;

~  Membuka lapangan kerja bagi angkatan kerja bary, sehingpa diharapkan
mampu mengurangi angka pengangguran dan ;

- Adanyz potensi perikanan yang dimiliki Indonesia,

Oleh karena perikanen mempunyai peranan yang sangat penting dan
strategis dalam pembangunan perekonomian nasional maka diperiukan svatu
peraturan perundang-undangan untuk mengaturnya. Pada awalnva, pengaturan
perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1985
tentang Perikanan, Dan setelah meratifikasl Konvensi Perserikatan Bangss-
Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang No.17
Tahun 1982 tentang Penpgesahan United Nations Convention on The law of
The Sea 1882 (UNCLCS), maka NWepgara Kesstvan Republik Indonesia
memiiiki hak untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengeiolaan
sumber daya ikan di 2ona ekenomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang

dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku,

Pads tanggal 6 Okiober 2004, Undang-Undang No.% Tahun 1985
tersebut  diganti dengan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, karena sebagaimana yang dijelaskan dalam konsiderans Undang-
Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No.® Tahun

¥ Ariadno, op.oit,, hel.190-151.
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1985 belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan

kurang mampu mengantisipasi perkembangae kebutuhan hokum  serta

perkembangan teknologi dalam rangka pengslolaan sumber daya ikan,

Dalam penjelasan  Undsag-Undang No31 Tehun 2004 tersebut,

dinyatakan :

-

bahwa pelaksenaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi
sangat penting dan strategis dalam rangka menuniang pembangunan
perikanan  secara ferkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan
perikanan, sechinpga pembangunan petikansn dapat berjalan secars
berkelaniutan, Qleh karena itu, adanys kepastian hukum merupskan
suatu kondisi yang mutlak diperluksn, Dalam Undang-Undang ini iebib
memberikan kejelasan dan kepastian hukom terhadap penegakan hukom
atas tindak pidana di bwdang perikanan, yang mencakup penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilap, dengan demikian
periu diatur secara khusus, mengenai kewenanpan penyidik, penmtut
vmum dzan hakim dalam menangani tindak pidana dibidang perikanan;

Undang-Undang ini memuat hukum acara fersendiri sebagai ketentuan
khusus (ex specislis). Penegakan hukum terbadap tindak pidana di
bidang perikanan yang terjadi selama ini terbuksi mengalami berbagal
bambatan. Untuk itu, diperiukan metode pensgakan hukum yang bersifat
spesifik yang menyangkut hukum materitl dan hukum foremil, Untuk
menjamin kepastian hukum, baik ditingkat penyidikan, penuntutsn
maupun ditingkat pemeriksaan di sidang penpadilan, ditentukan jangka
waktu secara fegas, schingga dalam Undang — Undang ini, rumusan
mengenai bukom acars {formil} bersifat febih cepat;

Untuk meningkatkan efisiensi dan  efektivitas penegakan hukum
terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang —
Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di
lingkungan peradilan vmom, yang uniuk pertama kali di bentuk
dilingkungan peradilan umom, dan untek pertama kali dibentuk &
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lingkungan Pengadilan Negeri Jakaria Utara, Medan, Pontianak, Bitung

dan Tual,

Undang-Undang No.31 Tahun 2004 ini diharspkan dapat mengantisipasi
perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka
pengelolaan sumber daya ikan.

22. Tindak Pidana Perilkanan  Menurst  Ketentuan  Hukam

Internasional

Pada tanggal 24 November 1993 FAO (Food Agriculture Organization) telah
memprakasai terbentuknya Agreement 1o Pramote Compliaree  with
International Conservation and Monagemert Measures by Fishing Vessels on
The High Seas, yang lebih dikenal dengan istilah 1993 FAQ Compliance
Agreement. Beberapa ketentuan dalam 1993 FAO Compliance Agreement ada
yang merupakan upaya untuk mencegah fllegal, Unreported and Unregulated
(QUU). Setefah itu pada tahun 1995 terbentuk Code of Conduct jfor
Responsible Fisheries (CCFR), yang mengandung prinsip-prinsip yang perlu
diterapkan untuk mencapai perikanan yang berkelanjutan. Walaupun CCFR
bukan merupakan hukumn yang bersifut meagikat, akan tetapi banysk diadopsi
dalam ketentuan hukum nasional Negara-negara anggota FAO.

Kemudian FAC mengeluarkan beberapa panduan mengenai koasep
manajemen perikanan  berkelanjutan sebagai pelaksanaan dari CCRFE,
diantaranya yaitu Intemnational Plan of Action for lllegal, Unreported and
Unregulated Fishing (JPOA-TULT) yang telah diseiuiui pada sidang COFI ke
24 tanggal 2 Maret 2001 dun disabkan pada sidang Dewan FAQ ke 120
tanggal 23 Juni 2661,

Batasan atau definisi perikanan IUU secars internasional memjuk pada
IPOA-TUU yang diprakasai dan disponsori oleh FAQ dalam  konteks
imp;ementasi FAO-Code of Conduct for Responsible Fisheries.

Selain batasan perikanan TUU secara internasional tersebut, setiap
Negara sebagsimmana halnya denpan Indonesia memiliki definisi sendiri
tentang perikanan [UU yang dipraktikkan dalam yurisdiksi negaranya masing-

masing.

Urniversitas Indonesia
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Dalam IPAQ diatur mengenaj penangkapan ikan illegal, tidak

dilaporkan dan tidak diatur, diantaranya sebagai berikut :

a. Penangkapan ikan iliegal (Hlegal Fishing)

Butir 3.1. IPOA-IUU memberikan definisi penangkapan tkan ilegal (iHlegal
Sfishing) schagai aktifitas.aktifitas yang

(i

2).

32

Dilakukan oleh setiap kapal, baik asing maupun kapal nasional dari
negara-negara mana saja (adi beriaku jugs untuk kapal-kapal dari
negara-negara yang bukan anggota FAQ) yang :

a. Melakukan kegiatan dalam wilayah perairan yurisdiksi sustu
Negara;

b. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa ijin negara yang bersanghutan;

¢. Bertemtangan dengan hukum dan peraturan setempat.

Dilakukan oleh kapal-kapal yang berlayar miempergunakan bendem
Negara anggota dari organisasi regional konservasi dan pengelolaan

penangkapan ikan yang terkait, yang:

a. Berteptangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai konservasi
dan pengelolaan vang ditetzpkan organisasi dimana Negara
rersebut terikat, atau

b. Berentangan dengan hukum internasional

Tidak ada batasan wilayah dalam butir ini, jadi dengan demikian

diasumsikan dimanapun kapal yang berbendera anggota organisasi

regional konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan yang terkait
melskukan tindskan yang berientangan dengan hukumn internasional

{contohnya ketentuan konservasi UNCLOS 1923}, maka dapat diambil

tirdakan,

Bertentangan dengan hukum nasional dan kewajiban infernasional
termasuk  juga kewajiban Nepara-negara snggota  organisasi

pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

b. Penangkapan ikan yanp tidak dilaporikan (Unreporied Fishing)

Lindversilos indonesia
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Definisi IPOA 1UU dalam butir 3.2 tentang penangkapan ikan yang tidak
dilaporkan adalah penangkapan ikan yang:

(1}. Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan kepada otoritas nasional yang
terkait, Acuan yang dipakai adalah hukum dan peraturan nasiona!, jadi
pengertian yang tidak dilaporkan terpantung dari penafSiran hukum

musing-masing hukum nasiopal dari tiap negara.

{2). Tidak dilaporkan atau salah dilaporkan pada organisasi regional
konservasi dan pengelolaan penangkapan ikan vang terkait. Acuan
yang dipakal adalah ketentuan organisasi tersebut. Batasannys adalah

dalam arca dimana organisasi tersebut mempunyai kompetensi,
¢. Penangkapan ikan yang tidak diatur (Unregulaied Fishing}

Butir 3.3 dari IPOAJJUU mendefinisikan penangkapan kan vang tidek
diatur adalsh kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang:

(1). Dilakukan di area organisasi pengelolaan perikanan regional oleh:

a. Kapal tanpa nasionalitas;

b. kapal yang berbendera negara bukan anggota dari organisasi atau;

€. entitas-entitas penangkapan ikan yang lain (seperti Taiwan,
Hongkong) yang bertentangan dengan ketentuan mengenai
konservasi dan pengelolaan dari organisasi tersebut dimana

ketentuan tersebut dapat diterapkan.

Ketentuan int meletakkan kewajiban pada negara yang bukan anggota
dari perjaniian ini untwk tenduk pada ketentuan yang dibuat oleh

organisasi pengelolaan perikanan regional vang terkait,

{2). Dilakokan bertentangan dengan langgungjawab negara mengenal
konservasi sumber daya laut berdasarkan hukum internasional, jika
ternyaia tidak ada ketentuan konservasi atau pengelolaan yang dapat
diterapkan.

Jadi definisi mengenal penangkapan ikan yang tidak diatur didasarkan pada
pengertian pelanggaran ketentuan dalam organisasi pengelolaan perikanan

Universitas indonesia
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regional vang terkait terlebih dahuly, zetelah ifu, jika tidak terdapat
ketenfuannya, bary mengacy pada hukum internasional yang mengatur
tangpungjawah negara dalam konservasi sumber daya ikan. Ada beberapa
kegiatan penangkapan iken yang tidak distor yang diperbolehkan sejauh
tidak bertentangan dengan hukum internasional dan tidak perlu terikat pada
ketentuan IFOA,

Kemudian di berbagai text books, perikanan TUU ini disebut juga
Pirate Fishing. Istilah ity mengindikasikan bahwa perbuatan penangkapan
ikan adalah pelaku pembajakan atas sumber daya ikan, [ua pakar manajemen
perikanan yaitu Kuoperan dan Sutinen pada tahun 1998 mulai perisma Kali
menggunakan istilak Bine Water Crime wituk menunjukkon prakick perikorum
TUU, Istilah itu mengindikasikan bahwa perikanan TUT adalah perbucion
eriminal aiau itndakan kejahatan, Jadl, Blue Water Crime adalah findoran
criminal di laut yang tidak lain adalah perikeram [UU.  Sebenamya Bluye
Water Crime tidak hanva dilakukan oleh mercka yang Blue collar. Yang
tertangkap oleh aparat kcamanan memang hanya mercka vang blue coilar
aliay nelayan buruh. Para Blue coller bukaniah fokoh utama atan dalang
perikanan JUU. Mereka hanya disetir cleh white celiar alias manager, direksi,

komisaris perusahan.’®

2.3, Tindak Pidana di Bidanp Perikasas Meourat Ketentuan Undang-
Undang No, 31 Tahua 2604

UU No31 tahun 2004 ini, mengatar secara komprehensif pokok-pokok
pembangunan perikenan yang yang berawal dart penatazn atau pengelolaan
sumber daya perikanan, pemanfaatan, pengawasan, hingga pengolahannya
dan pemasaran  produk  perikanan, juga memberikan arshan  bapi
pembangunan masyarakat perikanan, terutama pemberdayaan nelayan serta
pengembangan usaha perikanan,

Kemudian dalam UU No.3! tahun 2004, kejahatan (crime) dan
pelangparan (violation) perikananan adalah dua bentuk tindaken atau
perbuatan melawan peraturan perundang-undangan perikanan.

® Vigtor P.HLNikijuluw, Blue Water Crime, (Jaksrts:Cidesindo, 2008} 2im. xviii.
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Undang — Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengkategorikan
tindak pidana dalam dua jenis vaitu : (1) Tindek pidena Kejahatan dan (2}
Tindzk pidana pelanggaran. Ketentuan pidana dalam UL No.31 Tahun 2004
diatur dalam Bab XV Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 dan Pasal 103.
Dalam Pasal 103 ayat (1) dinyatakan bahwa

“tindak pidana sebagaimana dinmaksud dalem Pasel 84, Pasal 85, Pasal 86,
Pasal 88, Pasal 81, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 adalah kejahatan”, dan
dalam ayat (2) discbutkan bahwa “fndak pidana sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 87, Pasal 882, Pasel 98, Pasal 93, Pasal 96, Fasal 87, Pasal 98,
Pasal 99, dom Pasal 108 adalah pelanggaran”™.

Adapun jenis-jenis tindak pidana perikanan vang dirumuskan dalam
Pndang-Uindang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai
berikut @

Tabel 2

Rumusan Delik Ketenfuan Pidana UU No.31 Tahun 2004

Pasal

Subvek

Rumusan Delik

Sanksi

84 avatl

Setiap orang

Dengan sengaija,
Diwilayah pengelolaan
Perikanan BRI, melakukan
penangkapan ikan dan /
atau pembudidayaan ikan
dengan menggunakan
bakan kimia, bahan
Biologis, bahan peledak,
alat dan / cara, dan [ atau
hangunan yang dapat
merugikan dan / atay
membahayakan
kelestarian sumber daya

Pidana penjara paling
tama § (enam}) tabun dan
denda paling lama banyak
Rp.1.200.000.000,00

{sat miliar dua ratus juta
rupiah}.

Uriversiles indonesia

Beberapa permasalahan..., Ayu Agung, FH Ul, 2008



24

ikan dan / atau
lingkungannya

84 ayat2 | Nahkoda atau Dengan sengaja, Pidana penjara maksimal
Pemimpin kapal | Diwilayah pengelolaan 10 Tahun dan denda
perikanan, ahli Perikanan RI, Melakukan | Rp.1.200.000.000.
penangkapan Penangkapan Ikan dengan { (satu miliar dua ratus juta
ikan dan anak menggunakan bahan rupiah).
buah kapai kimia,bahan biologi, bahan
(ABK) peledak, alat dan/atau cara

yang dapat merugikan
dan/atau membahayakan
petestarian sumber daya
ikan dan/atau
lingkungannya ( pasal 8
ayat 2)

84 ayat 3 | Pemilik kapal Dengan sengaja, pidana 10 tahun penjara
Perikanan, Diwilayah pengelolaan dan denda paling banyak
Pemilik Perikanan RI, Melakukan | Rp 2.000.000.000,00(dua
perusahaan usaha penangkapan dan miliar rupiah)

Perikanan, dengan menggunakan
Penanggung bahan kimia, bahan

Jawab biologis, bahan peledak,
Perusahaan alat dan/atau cara, dan
Perikanan, bangunan yang dapat
dan/atau merugikan dan/atau
operator kapal membahayakan kelestarian
perikanan. sumber daya ikan atau

lingkungan (sesuai pasal 8

ayat 3).
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84 ayat4 | Pemilik Dengan sengaia, pidana penjara maksimal
perusahaan Diwilaysh pengelolaan 10 tahun dan denda
pembudidayaan | Perikanan Rl, paling banyak sebesar Rp
ikan, kuasa Mengpunakan bahan 2.000.600,000 (dva
pemilik kimia, bahan peledak, miliar rupiah)
pembudidaysan | bahan biclogis, alat
ikan, danfatau danfatan cara danfatau
penanggung bangunan yang dapat
jawab merugikan dan/atay
perusahaan membahayakan.
pembudidayaan | kelestarian sgmber daya
ikan. ikan dan/atau

lingkungarnya {sesuai
pasai 8 ayat ayat 4).
85 Setiap orang Diengan sengain, pidana maksimal § fahun

Diwilayah pengelolaan peniara dan deada paling
Perikanan RI, Memiliki, | banyak Rp,
menguasai, membawa dan | 2.000,000.000 (dua
atau menggunakan alat miliay rupiah)
penangkap ikan dan atau
alat bantu penangkapan
ikan yang berada dikapal
penangkap ikan, Tidak
sesuai dengan persyaratan
atan standart yang
ditetapkan (sesuai pasal 9}

86 ayat 1 | Setiap orang Dengan sengaja, maksimum 10 (abun
Diwilayah pengelolaan penjara dan denda paling
Perikanan RI, Melakukan | banyak Rp.
perbustan yang 2.000.000.000
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mengakibatkan (dua miliar rupiah)
pencemaran dan atau
kerusakan sumber daya
ikan atau lingkungannya
(sesuai pasal 12 ayat 1)

86 ayaft2 | Setiap orang Dengan sengaja, maksimum 10 tahun
Diwilayah pengelolaan penjara dan denda paling
Perikanan RI, banyak Rp.
Membudayakan ikan yang | 1.500.000.000
dapat membahayakan (satu miliar lima ratus juta
sumber daya ikan dan atau | rupiah)
lingkungan sumber daya
ikan dan atau kesehatan
manusia (sesuai dengan
pasal 12 ayat2 )

86 ayat3 | Setiap orang Dengan sengaja, maksimum 6  tahun
Diwilayah pengelolaan penjara dan denda paling
Perikanan R, banyak Rp.
Membudidayakan ikan 1.5000.000.000;
hasil rekayasa genetika (satu miliar lima ratus juta
yang dapat rupiah}
memnbahayakan sumber
daya ikan dan atau
lingkungan sumber ; daya
ikan dan atau kesehatan
manusia (sesuai pasal 12
ayat 3)

86 ayat 4 | Setiap orang Dengan sengaja, maksimum 6 tahun

Diwilayah pengelolaan
Perikanan RI,

penjara dan denda paling

banyak
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Menggunakan obat-obatan
dalam pembudidayaan
ikan,

Dapat membahayakan
sumber daya ikan dan
atau lingkungan sumber
daya ikan dan ataun
kesehatan manusia (sesuai

pasal 12 ayat (4} )

Rp.1.000.000.000
(satu miliar rupiah)

87 ayat 1 | Setiap orang Dengan sengaja, pidananya maksimum 6
Diwilayah pengelolaan tahun penjara dan denda
Perikanan RI, paling banyak Rp.
Merusak plasma muifa | 1.0000.000.000
yang berkaitan dengan | (satu miliar rupiah)
sumber daya ikan (sesuai
pasal 14 ayat 4)

87 ayat2 | Setiap orang Karena kelalaiannya, maksimum 6  tahun

Diwilayah pengelolaan
Perikanan RI,
Mengakibatkan rusaknya
plasma nutfah yang
berkaitan dengan sumber
daya ikan { sesuai pasal
14 ayat 4 )

penjara dan denda paling
banyak Rp. 500.000.000,

(lima ratus juta rupiah)

88

Setiap orang

Dengan sengaja,
Memasukan,
mengeluarkan,
mengadakan,

mengedarkan, dan atau

maksimum 6  tahun
penjara dan denda paling
banyak Rp.
1.500.000.000;

(satu miliar lima ratus juta
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memelihara ikan  yang
merugikan  masyarakat,
pebodidayaan ikan,
somber daya ikan colan
atau lingkungan somber
daya ikan kedalam atan
keluar wilayah
pengelolaan perikanan RI

{sesuai pasai 16 ayat 1}

rupialy)

89 Setiap orang Melakukan penanganan | maksimom 6§ tahun
dan pengelolaan ikan penjara dan denda paling
yang tidak memenuhi dan | banvak Rp. §006.000.000;
tidak menerapkan {delapan  ratus  juta
persyaratan kelayaian rupiah}
pengeiciaan akan sistem
jaminan mutu dan
kesmanan hasil pertkanan
{sesual pasal 20 avat 3)

g4 Setiap orang Dengan sengaja, maksimum 1 tahun
Melaiaikan pemasukan penjara dan atsu denda
atay pengeluaran ikan dan | paling banyak
ataw hasil perikanan dari Rp.800.600,
danfatau kewilayah RJ, {delapan  ratus  juta
tidak dilengkapi sertifikat | rupiah)
kesshatan untuk konsumsi
manusia {sesuai pasal 21}

$1 Setiap crang Dengan sengaja, maksimum 6 tahun
Menggunakan bahan baku, | penjara dan denda paling
bahan tambahan makaean, | banyak
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batan peniolong dan atay
yang membahayakan
kesehatan manusia dan

atau lingkungan dalem

Rp. 1.500.600,600(satu
miliar lima ratus jula

rupiah)

melsksanakan penasganan
dan pengolahan ikan sesuai
pasal 23 ayat 1

92 Setiap orang Dengan sengaia, maksimum 8 {shun
Melakukan usaha penjara dan denda paling
perikanan pengangkutan banyak Rp.1.500.000,000
pengoiahan tkan yang tidal | (satn miliar fima ratus juta
memiliki STUP {(sesuai rupigh)
pasal 26 ayat 1}

93 ayat 1 | Setiap orang Memiiiki dan atau maeksimum & tahun
mengoperasikan kapal penjara dan denda paling
penangkaparn ikan banyak Rp.2.000.660,600
berbendara Indonesia, (dua miliar rupiah)
Meiakukan penangkapan
ikan diwilayah pengelolaan
perikanan RI dan atau
dilaut lepas,

Yang tidak memiiki SIPI
(sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 27
avat 1)
93 ayat2 | Sctiap orang Memiliki dan atsu | maksimmim 6 tahun

mengopetasikan kapal
penangkap tkan berbendara
asing, Melakukan

penjara dan denda paling
banyak
Rp.20.000.000,000
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penangkapan ikan,
Diwilayah  penangkapan
perikanan  RI,  Tidak
memiliki STPI (sesuai pasal
27 ayat 1}

(dua pulub miliar mpiah)

94 Setiap orang Memiliki dan/atau maksimum 1 tahun
mengoperasikan kapal penjara dan denda paling
pengangkut, banyak Rp.1.500.000,600
Di wilaysh perikenan RY, | (satu miliar lima ratus juta
Yang melakukan rupiah)
pengangkutan ikan atau
kegiatan vang terkait yvang
tidak memiliki SIKPL
sehagaimana dimaksud
dalam pasat 28 ayat (1)

95 Setiap orang Membangun, mengimpor, | Pidana penjara  paling
ateu memodifikesi, kapal [ lama 1 {satu}tahun dan
perikanan  yang  fidak | denda paling banyak
mendapat persetujuan | Rp.600.000,000,00 {enam
terlebih dahulu | ratus juta rupiah)
sebagaimana  dimaksud
dalam pasat 35 ayat (1)

96 Settap orang Mengoperasikan kapal Pidana penjara  paling
perikanan di wilayah fama | (satu}ahun dan
pengelolaan perikanan RI | denda  paling  banyak
yang tidek mendaftarkan | Rp.800.0006,000,00
kapal perikanannya {delapan ratys juta rupiah)

sebagaimana kapal

perikanan Indonesia
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sebagaimana dimaksud
dalam pasal 36 ayat {1)

97 ayat 1

Nakhoda

Mengoporasikan kapal
penaghay ilan berbendera
asing

Tidak  memiiiki  izin
penangkapan ikan Yang
sclama berada diwilaysh
pengelolaan perikanan RI
Hdak menyimpan  alst
penangkapan tkan didalam
Palka (sesuai pasal 38 ayat
1)

denda paling banyak
Rp. 500,000,000 {lima
ratus juta rupiah)

97 avatl

Nakhoda

Mengoperagikan kapal
penagkap iken berbendera
asing, Telgh memiliki izin
penangkapan ikan dengan
satu jenis alat
pesangkapan ikan tertentu
pada bagian terfentu di
ZEEI, Membswa alat
penangkapan tkan lainnya
{sesuai pasal 38 ayat 2)

denda  paling  banyak
Rp. 1.000.000,000 (sais
miliar rupiah)

97 ayat 3

Nakhoda

Mengoperasikan kapal
penangkap ikan
berbendera asing,
Memiliki lzin
penangkapan ikan, Tidak

menyimpan alat

derdla paling banysk
Rp.500.000,000, (lims
ratus juta rupiah)
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perangkap ikan dalam
Palka selama berada diluar
daersh penangkapan yang
diizinkan (sesuai pasal 38
ayat 3)

58

Nakhoda

Tidak memilid  izin
beriayar  sebagat  Kkapal
perikanan yang
dikeluarkan oleh yang syah
{pasal 42 ayaf2}

maksimum 1
penjara  dan
Rp.200.000,000
ratus juta rupiah)

tahwun
denda
(dua

5%

Setiap
asing

orang

Metakukan
perikanan,
Diwilayak  penpelofaan

penelitian

perikanan R,

Tidak memiliki izin dar
pemerintah RY  (sesuai
pasal 35 ayat 1)

fahun
denda
{saty

maksimum 1
penjara  dan
Rp.1.000.000,000

miliar rupiah)

100

Setiap orang

Melanggar ketentuan yang
ditetapkan  sebapaimana
dimaksud dalam pasal 7

ayat 2

Pidana maksimal denda
Rp.250.000,000
{dua ratus lima puluh juta

rupish)

ok WM

Dalam UU No.31 tzhun 2004, pidana kejahatan dapat terjadi karena -
penggunaan metode dan teknolog produksi yang destruktif;

penggonaan teknologi dard ketentfuan;

kejahatan dalam hal perizinan usaha dan izin penangkapan ikan;

kejahatan dalam hal pengangkutan tkan;

perusakan lingkungan perikanan;

* Nskijuluw, opoit., Mm.29,
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6.  kejahatan yang berkaitan dengan karantina ikan, dan
7. kejahatan yang herkaitan dengan kegiatan pengolahan dan pemasaran
ikan.
Kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Nikijuluw bahwa yang dimaksud

dengan :*’
1. Kejahatan Perikanan Destruktif

Adalah kepiatan penangkapan dan budidaya ikan di wilayah
pengetolaan RI dengan menggunakan bahan kimia, bahsa biologls,
bahan peledek, alat dan/atau carz, danfafau bangunan yang dapat
merugikan den/atau membahayakan kelestariann sumber daya ikan
dan/atay lngkungannya.

Merusak sumber daya alam dan lingkungan perikanan pada saat int
akan membawa kerugian bukan saja membawa kerugian bagi generasi
sekarang tefapi juga bagi penerasi yang akan dating.

Terhadap kejehatan seperti ini, pada pasal 84 UU No.31 tahun
2004 secara eksplisit bukan saja nelayan yang melakukan operasi
penangkapan ikan yang dikenal bukuman tindak keiahaten, tetapi juga
actor dibalik layer, actor intelektualnya, pemilik, direksi dan komisaris
perusahaan vang meskipun tidak turun ke laut untuk menangkep ikan
secara fangsung tetapi secara formal memiliki dan menjalankan usaha
perikanan. Tiodak pidana kejshatan ini dikenai hukuman pidana secars
variaftif yang terdiri dari hukuman pidana penjare laing lama 10 tahun
dan hokuman denda maksimum Rp.2 miliar, Pasal inl juga dapat
menjaring meveka yang meskipun bukan pemilik perusahaan dan kapal
perikanan, tetapi dalam kenyataannya merupakan agen perusahaan
asing dan bertanggungjawab dalam pengoperasian perusahaan dan

kapal perikanan yang dimaksud di Indonesia.
2.  Kejahatan Penggunaan Teknologi

Penyimpangan teknologi perikanan, yailu kejahatan yaog
dilakukan jika sescorang memiliki, menguasal, membawa, dan/atau

2 Ihid, hal 3245,
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menggunaken alat alat penangkepan ikan danfalay elat Bantu
penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran dan standar yang
ditetapkan, tidak sesuai dengan persyaratan, dan/atau dilarang
penggunaannya. Pelaku kejahatan ini dihukum penjara maksimum
fima tahue den hukuman denda paling banyak Kp.2 miliar (vide pasal
85 UU No.31 Tahun 2004).

Contoh alat tangkap vang dilarang penggunaannya adalah pukat
harimau (trawl). Sesuai dengan Keppres 39/1980 yang masih berlaku,
teknologi ini tidak diizinkan dioperasiken di Indonesia.

Kejahatan Perizinan

Izin perikanan merupakan aiat kontrol pemerintah  dalam
pengelolaan sumberdaya dan usaha perikanan. Dengan mengeluarkan
dan mengalokasikan izin perikanan, pemerintah dapat mengetahui
seberapa besar sumber daya perikanan yang ada sudah dikelola dan
dimanfaatkan. Pada saat yang sema sekaligus mengetahul besaman
polensi skonomi vang masih tersedia untuk calon investor berikutnya.

Izin adalah paspor untuk menangkap ikan dan berusaha di bidang
perikanan, Pemerinfah telah menetapkan dua macam surat izin yang
harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaba penannpkapan
ikan di Indonesia vaita (1). Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan 2}
Surat izin Penangkapan Tkan (S1P1).

SIUP adalah suatu izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan
perikanan untuk melakokan wsaha perikanan di wilayah pengelolaan
perikanan indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapal dan
alat tangkap fkan) seperti tercantum dalam surat izin terscbut, Usaha
yang dilakukann tanpa SIUP adalah suatu tindak pidana kejahatan dan
diancam dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun dan
hukuman denda maksimum Rp.l,5 Miliar. Kepemilikan SIUP
diwaiibkan bagi mereka yang berbisnis dalam bidang penangkapan,
pembudidayasn, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran  ikan.
Sementara neglayan dan pembudidaya ikan skala kecil, yaitu mereka
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yang melakukan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup
seharivhari, dibebaskan dari keharusan memiliki STUP.

Sedangkan SIPI adalah izip tertulis yang harus dimiliki oleh setiap
orang vang menjalankan usaha penangkapan jkan dengan
menggunakan kapal berbendera Indonesia maupun asing. Kapal
berbendera Indonesia diwajibkan memiliki SIPI untuk menangkap ikan
baik di perairan Indonesia (vang terdini dari perairan Kepulauan
Indonesia. perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi
Ekskusif} maupun laut lepas (high sea, intemational waters). Ketiadaan
ST juga dikategorikan sebagai pidanz kejahatan dan dihukum dengan
pidana penjara paling lama cnam tahun dao denda paling banyak Rp.2
millar. Sementara iy, Kapal perikanan berbendera asing vang
melakukan penangkapan ikan berbenderz asing yang melakukan
penangkapan fkan tanpa SIP dipersitan Indonesia diancam dengan
hukuman penjara paling lama enam tshun dan denda paling banyak
RBp.20 miliar (vide pasal 83 UL No,31 Tahun 2002).

Kejahatan Pengangkutan Than

Pengangkutan ikan dari laut ke daerah konsumen, termasuk ke
konsumen {uar negeri, merupakan isu yang penting di Indonesia.
Tanpa ada pengangkutan, ikan yang potensial mahal harpanya menjadi
rendah nilainya.

Namun, pengangkotan ikan secara illegal dan unreperted secara
langsung dari perairan Indonesia ke lvar negeri memiliki dampak
ekonomi yang besar. Dampsk tersebut dapat diuraikan berikut ini:
FPerigma, yaity bshwa prakiik ini akan mengurangi kemampuan
Indonesia untuk mencatat jumlah sebetulnya produksi ikan perairan
Indonesia, Data produksi riil ini sangat penting karena dapat digunakan
sebagai basis estimast potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya
perikanan di perairan Indonesia. Dengan mengetabui tingkat produksi
total, dapat diketahul tingkat pemanfaatan sumber daya yang temsedia,
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dan selanjutnys dapat dihitung den dapat ditentukan potenst serta
kebutuhan investasi.

Kedua, yaitu bahwa praktik ini mengakibatkan industri pengolahan
produk perikanan di daratan Indonesia mengalami kekurangan suplai
bahan baku.

Keliga, yaitu bahwa praktik pengangkutan ikan secara iliegal dan
vargported ini membuat kekuatan eskpor produk perikanan Indonesia
menjadi semakin lemah,, pengemnbangan produk sangat terbatas dan
nilai ekspor tidak bertambah secara signifikan,

Oleh karens iy Juas dun besarnya dampak prakiik penganghutan
ikan yang bersifat IUU ini modusnya dapat berupa transshipment di
tenigah laut dari kapal penangkap ke kapal pengangkut ikan, merujuk
pada peraturan yang berlaku, praktik ini digolongkan sebagai tindak
pidana kejahatan. Untuk mengatasi dan mencegah hal inj, Ul No.31
Tahun 2004 mensyératkan bahwa pengoperasian kapal pengangkut
ikan di wilayah pengelolaan perikanman Indonesia harus berdasarkan
Surat [zin Kapal Pengangkut Tkan (SIKPI). SIKPI adalah izin tertulis
yang wajib dimiliki untok melakokan kegiatan pengangkutan ikan di
perairan Indonesia, Ketiadaan SIKPI adalah kejzhatan dan diancam
hukuman pidana kuungan maksimum lima tghun dan dends

maksimum Rp. 1.5 miliar.
Kejahatan Perosakan Lingkangan

Kejahatan perusakan lingkungan dan sumber daya ikan edalah
perbuatan yang membahayakan keschatan manusia. Perbuatan yang
dimaksud adalah pencemaran, perusakan sumber daya ikan dan
lingkungan, pembudidayaan ikan dengan menggunakan rekayasa
genetika yang membawa dampak negatif, serta pengguoaan obat-
obatar dalam pembudidayaan tkan yang juga berdampak negatif,
Pelaku kejahatan-kejahatan ini dihukum penjara paling lama 10 talun
serta denmdla maksimum Rp.2 miliar (vide pasal 86 UU No.3! tahan
2004).
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Kejahatan Karantina [kan

Keiahatan karantina tkan adalah perbuatan memasukkan ke dalam
wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, mengelvarkan ikan dard
wiliyah Indonesia, mengadaken dan atay memelihara fkan yang
merugikan masyarakat pembudidayaan jkan, sumber daya ikan, serta
fingkungannya, Pelaku  kejahatan-kejahatan int dipidana  dengan
hukuman peniara maksimum enam tahun dan hukuman dends paling
barryak Rp. 1,5 miliar (vide pasal 88 UU No.31 Tahun 2004).

Kejahatan karantina ikan ini lebih banyak menyangket kegiatan
pembudidayaan  tkam. Dampaknys pun lebih berkaitan dengan
perikanan budi daya. Jika ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah
Indonesia tanpa proses karantina dan ternyata bisa mempengarshi stok

dan populasi ikan local, misalnya ikan yang dibawa masuk ke dalam

wilavah Indonesia edalah predator atau kompetitor ganas, populasi

alamn dapat tergangge vang pada akhimys mengurangi kesediaan ikan
yang dapst ditangkap nelayan indonesia.

Rejahatan Penanganan dan Pengolaban Tkan

Kejahaian Penanganan dan Pengolahan fkan berkaitan dengen
penggunaan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolang, dan/alau
alat yang membahayakan kesehatan mmanusia dan/atan lingkungan.
Pelaku kejzhatan int diancam dengen hukuman penjara maksimum
enam tahin dan hukuman denda paling banyak Rp.1,5 mibar (vide
pasat 91 UL No.31 tahun 2004).

Sementara pidana pelanggaran dapat terjadi karena:

membangun, mengimpor dan memodifikasi kapal perikanan tanpa
persetujuan meater] (vide pasal $3 UU No.31 ahon 2004);

pengoperasian kapal perikanan di wilayah pengelolsan perikanan
Indonesia tanpa kapal tersebut didaftarkan sebagai kapal perikanan
Indonesia (vide pasal 96 UU No.31 tahun 2004);

mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak
memiiiki izin penangkspan ikan, tidak menyimpan alat penangkapan
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ikan di dalam palka, atau menggunakan alat tangkap ikan yang tidak
sesuai denngan izinnya (vide pasal 97 ayat 1 UU No.31 tahun 2004;

4. melakukan penangkapan ikan tanpa izin berlayar dari syahbandar;
3. melakukan penelitian perikanan tanpa izin pemerintah;

6. pelanggaran dalam hal jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan
ikan; daerah jalur dan musim penangkapan ikanjukuran atau berat
minimum (total allowable catch);serta system pemantauan kapal

perikanan,

Kemudian dalam pasal 101 diatur mengenai prinsip
pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perikanan, dimana yang
dapat dituntut atas suatu tindak pidana perikanan tidak saja mercka yang
merupakan pelaku langsung di lapangan tetapi juga korporasi yang berada di
belakang mereka. Akan tetapi rumusan pasal 101 yang menyebutkan bahwa
dalam hal “...tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan
sanksi pidananya dijatuhkkar kepada pengurusnya, pidana dendanya
ditambah sepertiga dari pidana yang c;’y'aruhkan", dengan demikian maka
rumusan pasal 101 tersebui memiliki kelemahan karena walaupun korporast
diakui sebagai subyek tindak pidana , namun korporasi tersebut tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban pidana.

2.4. KeterkaitanTindak Pidana Perikanan Menurut Hukum Nasional

Indonesia dengan Ketentuan Hukum Internasional

2.4.1.Yurisdiksi Perairan Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982 dan

Hukuem Nasional

Tabel 3

Wilayah Perairan Nasional menurut UNCLOS dan
Hukum Nasional
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Pasal 2 UNCLOS

Pasal 4 UU No.6 Tahun 1996

Kedaulatan suatu Negara pantai

meliputi :

-Wilayah Daratan, perairan
pedalamannya,perairan kepulauannya,

dan laut territorial;

- ruang udara diatas laut territorial serta

dasar laut dan tanah dibawahnya;

- terhadap laut teritorial dilaksanakan
dengan ketentuan tunduk pada
ketentuan konvensi ini dan peraturan

hukum internasional lainnya.

Kedaulatan Negara RI diperairan

Indonesia meliputi:

-laut teritorial,perairan kepulauan dan

perairan pedalaman;

diatas laut

territorial,perairan kepulavan,perairan

-ruang udara

pedalaman dan dasar laut dan tanah

dibawahnya;

-termasuk sumber kekayaan alam yang

terkandung dibawahnya.

Sumber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan
Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang
disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum

Tindak Pidana Perikanan tahun 2007,

Tabel 4

Wilayah Negara di Laut

UNCLOS 1932

Ketentuan

Perairan Pedalaman

(Internal water)

1. laut yang terletak pada sisi
darat dari garis pangkal;atau

2. laut yang terletak pada sisi

-UUJ No.17/1985

Pasal 3 (4) UU
No.6/1999
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darat dari garis penutup teluk
dt perairan kepulauan

Laut Teritorial

FLaut vang ierletak pada sisi
Tuar (sisi lavt dari garis pangkal

dengan lebar maksimum 12 mil

-UU No 171985

~Pasal 3 (2) UU
MNo.6/1999

Perairan  Kepulauvan

{archipelagic waker)

Perikanan vang ferletak pada
sisi darat dari geris pangkal
furug kepulauan dan
menaghubungkan  pulau-pulan
dari suatu negara

-UU Na 1771985

Lasal 3 {3y UU
No.£/1980

Sumber: Prof DR.Etty R.Agoes, SHMH dalam makalah Beberapa Ketentuan
Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 vang
éisam;}aika:n sehagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum
Tinchak Pidana Perikanan tahun 2007,

Fabel 5

Bagian laut dimana Negara Memiliki Hak-Haki Berdaulat Atas Sumber

Daya Ikan
URCLOS 1982 Per-Ulhaa
Zona  Ekonomi  Eksklusil | Bagian laut lepas yang | -UU Ko 17/1985
(exclusive) berbatasan dengan laut
-UU No.5/1983

territorial s/d jarak 200
mil dari garis pantai

Criversitas ndonesia

Beberapa permasalahan..., Ayu Agung, FH Ul, 2008




41

Landas Konfinen {continental
shelf

Dasar laut dan tanah
dibawshnva {sea-bad
and  subsoil} yang
berbatasan dengan
dacrah  dasar  laut
dibawah laut territorial
$/d batas maksimal
330 mil dari garis
pangkal atay 100 mil
dari isobath 2500 m.

UU No.1/1973 jo

UL No. 1 7/19%5

Sumber; Prof. DR Eity R.Agoes, SHMH dalam makalah Beberapa Ketentuan
Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang
disarnpaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatiban Jaksa Penunfut Umum
Tindak Pidana Perikanan tahan 2007,

Selanjutnya, dalam UL No3l tehun 2004 sebagsimana yang

dischutkan :

- pasal 1 butir {9 yang dimaksud laut teritorial Indonesia adalah jalur laut

selebar 12 (dua belas) mil Jaut yanp divkur dari garis pangkal kepulavan

Indonesia;

- pasal | butic 20 yang dimaksud perairan Indonesia adalah faut teritorial

Indonesia beseria perairan kepulauan dan perairan pedalamannys,

- pasal | butir 21 vang dimaksud 2ona ekonomi ekskiusif Indonesia adalah

jalur diluar dan berbatasan dengen laut teritorial Indonesia sebagaimana

ditetapiian berdasarkan Undang-Undang yanp berlaku tentang perairan

Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya

dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut

territorial Indonesia.
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Selain itu, ada bagian laut dimana Negara hanya memiliki yurisdiksi
terbatas, di zona tambahan (contiguous =zone} yaitu bagian laut yang
berbatasan dengan laut territory al, dimana negara Negara memiliki yurisdiksi
terbatas untuk bea cukai, fiscal, imigrasi dan saniter dan lebarnya maksimal
24 mil dari garis pangkal.

Sedangkan bagian laut dilvar yurisdiksi nasional menurut UNCLOS
1982 sebagai berikut:

Tabel 6

Yurisdiksi nasional menurut UNCLOS 1982

UNCLOS 1982 Peraturan Peundang-

Undangan Nasional

Laut Lepas (high

seas)

Bagian laut yang bukan
wilayah Negara maupun ZEE

- UU No.17/1985

- UU No.31/2004

Kawasan/Dasar

Dasar laut dan tanah

- UU No.17/1985

laut Internasional | dibawahnya yang terletak

dilvar yurisdiksi nasional

(diluar landas kontinen.

Sumber: Prof.DR.Etty R.Agoes,SH.MH dalam makalah Beberapa Ketentuan
Tentang Perikanan Dalam Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 yang
disampaikan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan Jaksa Penuntut Umum

Tindak Pidana Perikanan tahun 2007,
2.4.2.Tindak Pidana Perikanan dengan Ketentuan Internasional Menurut
UNCLOS 1982

Dalam article 73 atau pasal 73 UNCLOS 1982, diatur mengenai
penanganan nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif

sebagai berikut :

Pasal 73 Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai
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Negara pantai dapat, dalam melaksangkan hak berdaulainya
umink melakukon  eksplorasi,  eksploitasi, konservast don
pengelolaan sumber kekavaom hayati di zona ekonomi ehsklusif
mengambil  Hudokan  demikian, termasuk  mengiki kapal,
memeriksa, menangkap don  melakukan  proses peraditan,
sehagaimane diperlukan untuk menjomin ditaatinga peraturan
perundang-undangen yang ditelapkan sesuai dengan ketenttion
konvensi ini;

Kapai-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera
dibchaskan setelah diberikan uang jaminan yang layolh atax

bentuk faminan lainya;

Hukwman Negara pantoi yang  dijatubkan  terhodap
pelanggaran peraturan perpndang-undangan perikanan
zona ckonomi ekskbusif tidak boleh mencakup pengurungin,
Jika fidak ada perjanjian sebalikmya aniara Negarae-negare
yang bersanghuton, otau sefiap bentuk  hukumon badan
tainnya;

Dalom hal pemangkapen atou penchanan kapal asing, Negora
pariai harus segera memberitahukan kepada Negare bendera
melatui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan
mengenai sefiap hukuman yang kemudian dijatubkon;

Kemudian ketentuan pasal 73 (3) UNCLOS tersebut diselaraskan dalam
salah satu pasal UU No.31 Tahun 2004 yaitu pasal 102 yang menyatakan

babwa

“Kerentuay rentang pidona pewjara dalam undangewrdang ini tidak

berloku bagi tindok pidona dibidomg pertkenan yang teriadi df wilayah

pengelolaun perikanan Rl sebagaimana dimaksud dolom pusal 5 ayed
{1} huryf b (ZEED, kecualt telah ada perjonjion antara pemerintoh Rl

dengan pemeriviah Negara yang bersangkuton”
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Dengan kedus ketentuan tersebuf, maka penanganan terhadap
nelayan asing vang tertangkap di ZEEI adalah:

-~ Negara pantai dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan
melakukan proses peradilan, sebagaimana diperfukan;

- Kapal vang ditangkap dan awak kapainya harus segera dibebaskan
setelah dibayatkannya vang jaminan vang leyak atay bentuk
jaminan lainnya,

~  Hukuman vong dikenakem tidak boleh mencalouy penguringon

atau setiap bentuk hukuman badan lainnya, kecudli jika ada
perjmjian sebaliknya;

-  Penangkapan atau penahanan kapal asing harus segera
diberitahukan kepada Negara bendera, termasuk tentang tindakan
vang diambil dan tentang setiap hukuman yang dijatubkan,

Dengan adanva ketentuan UNCLOS ini, maka terhadap nelayan-
nelayan asing yang melakuRan penangkapan ikan di ZEE Indouesia,
tidak boleh mencakup pengurungan afau setiap benfuk hukuman badan
lainnya, kecuali jika ada perianjian sehaliknya. Padgha! diperairan ZEE
banyak terdapat ikan-ikan yang lebih tingpi nilai ekonominya, akibatnya
nepars Kita mengalamd keruglan yang besar Karens tindakan seiayan
asing yang melakukan penangkapen ikan di ZEEL Sehingga ketentuan
vang hanya menjatubkan denda terhadap para nciayan asing yeng
tertangkap di ZEE, dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak
pidana perikanan®™ schagaimana yang dinyatakan oleh Ir.Takhwin
Crgsman, SH dan irDrs.Soehartono,MM hakim ad hoe pada Pengadilan
Perikanan Jakarta Utara,

2.5, Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan i Indonesia

2.3.1. Urgensi dibentuknya Pengadilan Perikanan

Z Hasll wawancars penolis dengan  Ir.Tekhwin Oesman  dan Ir.Drs Soehartons, MM
fakim ud hoo Pengedilan Perikanan Jakerta Utarn di Pengadilen Perikanun Jakerta Ulars pade
tanggsl 19 Juni 2008,
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Penpadilan Perikanan merupakan salzh satu pengadilan khusug dalam
lingkungan peradilan wmum. Pembenfukan Pengadilan  Perikanan
diamanatkan dalamn Pasal 71 Ul No.31 Tahun 2004 {entang Perikanan.
Adapun pentingnya dibentuk Pengadilan Perikanan sebagaimana
dikernukakan dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi [l DPR I
dengan piltak Pemerintah yang diwakili oleh Depariemen Kelautan dan
Perikanan, dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang
tentang Perikanan pada tanggal 17 Juli 2004 adalah sebagai berikut:

- anggota DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dja’far
Siddig pada pokoknya menyatakan bahwa urgensi adanya
peradilan perikanan merupakan scbush strata baru menghadapi
perkembangan masa depan yang demikian pesatnys, termasuk
masalah perikanan yang membutuhkan penyelesaian secopatnya;

- Suncto dari Departemen Kelautan dan Perikanan yang mewakill
pemerintah pada pokoknya menystakan bahwa peradilan umum
tidak mampu mengatas! permasalahen peradilan di  bidang
perikanan, sehingga perfe dibentuk peradilan khusus pertkanan,
fermasuk menyiapkan hakim-hakim yang khusus menangani
masafah-masalah di bidang perikanan. Selain itu, pentingnya
pembentukan peradilan oleh karena karakteristik perkara perikanan
ity memang agak unik sehingpa peradilan khusus ini dimaksudkan
tidak semata-mata hanya untuk mempercepat teiapi juga dalam
rangka mengefektifkan proses peradilan itu, kemudian pengadilan
khusus di bidang perikanan diharapkan dapat menangani masalah-
masalah perikanan secars efisien dan efekiif

Kemudian Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dalem
sambutannya pada peresmian pengadilan perikanan di Medan tanggal 4
Oktober 2007 menyatakan bahwa sejak reformasi, oleh pembentuk
undang-undang telah diciptakan berbagai pengadilan khusus dalam
lingkungan badan peradilan umum baik peradilan khusus keperdataan

maupun kepidanaan., Bagir Manan lebih lanjut mengemukakan bahwa

Uriversitas Indunesia

Beberapa permasalahan..., Ayu Agung, FH Ul, 2008



46

perkembangan pengadilan khusus dalam linglungan peradilan umum
merupakan salah satu gejala reformasi. Peradilan khusos yang

diciptakan sejak reformasi didasarkan pada pemikiran :2

- Pertama, tala cara peradilan yang ada tidak menjamin peradilan
yang cepat, Cepat harus diartikan fidak boleh berlalal-lalal,
menunda-nunds, tidsk zakelijk dalam beracara atau berbagai sikap
yvang tidak sesuai dengan perilake penegak hukum yang baik
Harus dibuka norma (aturan) yang memungkinkan proses peradilan
lebib paniang demi peradilan yang batk. Tentu harus diatur syarat
syarat keadaan, {ata cara dan pemegang wewenang memperparjang
suaty proses peradilan untuk menilai apaksh perpanjangan
beralasan atau diperiukan;

«  RKedoa, khusus dalam peradilan pidana, ketentuan hukum substantif
dianggap belun mencakup perbuatan-perbuatan vang dirasakan
sebagai suatu kejahatan ataw pelanggaran, sehingga perlu perfuasan
terhadap perbuatan yang dapat dipidana (strafbaar);

~  Ketiga, ada dugaan keras, hakim-hakim yang ada tidak cakap atau
tidak mempunyai itikad baik dalam rangka memeriksa dan
mengadili perkara yang mempunyai dampak luas terhadap
kehidupan Negara dan masyarakat. Terhadap keraguan ini, maka
selain perubzhan hukum substantif dan hukum acara, periu
ditambahkan hakim-hakim ad-hoc. Hakim ad-hoc tidak hanva
berfungsi mendorong apar hakim-hakim yang ada menjalankan
tugas sebagaimana mestinya, melainkan sangat menentukan karena
dalam setiap majelis jumlah hakim ad hoc lebih banyak dari hakim
biasa.

2.5.2 Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Perikanan

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan Perikanan
berdasarkan UU No.8 tehun 198 1{KUHAP) dan acara yang ditentukan
dalam UU No. 31 tahan 2004,

# manan,, locwit hel7-8,
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Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh :
- PPN Perikanan

- Perwira TNI-AL

- Peiabat Polisi Negara

Kewenangan penyidik sehagaimana vang diatur dalam pasal 73
adalah :

amenerima faporan atau pengadvan dan seseorang tentang
adanya tindak pidana di bidang perikanan;

b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;

¢. membawa dan menghadapkan seseorang scbagai tersangka
dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;

d. mengpeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga /
dipergunakan dalar atau menjadi tempat melakukan tindak
pidana perikanan;

¢. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau
menahan kapal dan/atap orang yang disangka melskukan
tindak pidana di bidang perikanan;

f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen opsaha
perikanan;

£. memotret tersangka danfatau barang bukti tindak pidena di
bidang periksnan;

h. mendatangkan orang ahli  yang diperlukan  dalam -
hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikenan;

i. membuat dan menandatangani berifa acara pemeriksaan;

j. melakukan penyitaan terhadap barang, bukti yang digunakan
dan/atau hasil tindak pidana;

k. meiskukan penghentian penyidikan;

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum vang bertanggung-

jawab.
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Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada

penuntut umum.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka
paling lama 20(dua puluh) hari.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila
diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,
dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh)
hari.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak
menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum
berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan
sudah terpenuhi.

Setelah waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut, penyidik harus sudah

mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Tabel 7

Pengadilan Perikanan

Wewenang Memeriksa, mengadili
dan Memutus Perkara | Jika belum dibentuk
Tindak Pidana | pengadilan perikanan,
Perikanan maka perkara tindak
pidana perikanan diluar
Kedudukan Berada dilingkungan daerah hukum
peradilan umum pengadilan perikanan
tetap diperiksa, diadili
Pembentukan Pertama | Pengadilan Negeri dan diputus pengadilan
kali Jakarta Utara, negeri yang berwenang
Pengadilan Negeri
Medan,
Pengadilan Negeri
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Pontianak,
Pengadilan Negeri
Bitung,
Pengadilan Negeri
Tual

Pembentukan

Berikutnya

Secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan yang
ditetapkan dengan

Keputusan Presiden

Wilayah Hukum

Sesuai dengan daerah
hukum pengadilan
nogeri yang

bersangkutan

Mulat Akeif

Paling lambat 2 (dua)
tabun terhitung sejak
tanggal 6 Oktober 2004

Sumber: Narmoko Prasmadji,SH.MA dalam makalsh Pengawasan dan
Penecgakan Hukum i Bidang Perikanan Menurt UU No.31 tahun 2004
tentang Perikanan yang disampatkan sebagai materi Pendidikan dan Pelatihan
Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Perikanan tshus 2007,

Tabel 8

Jangka Wakin Penabanan dan Perpanjangan menuvrut
Hukum Acara Pidapas Undang - Undang No, 8 Tahua 1981

Pejabat yang Memerintahkan Perpanjangan Jumlah
Oleh Lama Oleh Lama

Penyidik 20 hari Py 40 hari 60 hari
PU 20 hari KBHN 30 hari 50 hari
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Hakim PN 30 hari KEXN 60 han 96 har
Hakim PT A0 hari KPT &0 hari 90 harl
Hakim MA 56 hari KMA &0 hari 110 han
JUMLAH 400 hari
Tabel 9

Jangksa Waktu Penabanan dan Perpanjangan Menurut
Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Pertkanan

Pejabat yang memerintahkan Perpanjangan Jumlah
Oleh Lama QOlels Lama

Penyidik 20 hari PU 10 hari 30 han

PU 10 hari K.PN 10 hari 20 hari

Haldm PN 20 hari K.PN 10 hari 30 hari

Hakim PT 20 hari KpT 10 hari 30 hari

Hakim MA 20 hari KMA 18 hari 30 hari
JUMLAH 148 hari

Tabel 1D

Perbandingan Wakiu Tahap Penyidikan, Penuntutan dan

Pemeriksaan di Pengadilan menurut

KUHAP dan Ul No.31 Tahun 20064
Tabap KUHAP UU Ne.31/2004
Penyidikan &0 hari 3G bari
Penuntutan 50 hari 20 hari
Pemerikaaan di PN 90 hari 30 hari
Banding 90 hari 30 hari
Keasasi i 110 hari 30 hari
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Pemeriksaan Tindak Pidana Perikanan pada :

1. Pengadilan Negeri

-

Dilakukan berdasarkan KUHAP dan acara yang diatur dalam UU.
No. 31 Tahun 2004; ‘

Dengan UU ini dibentuk Perikanan terdiri:

a.Hakim Karier 1(satu) orang
b.Hakim ad ho¢ 2 {dua) orang

Hakim karier ditctapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah
Agung,

Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
Ketua Mahkamah Agung.

Pemeriksaan di sidang Pengadilan dapat dilakukan tanpa kehadiran
terdakwa,

Putusan hakim suidah dijatuhkan paling lama 3G (tiga puluh) hari
dihitung dari tanggal pelimpahan perkara oleh penuntut umum dan
dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa.

Hakim Pengadiian Negeri dapat menetapkan penahanan selama 20
{dua puluh } hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan
Negeri paling lama 10 (sepu{ub) harl dan dikelparkan dari tahasan
iika tidak diperiukan lagd

2. Pengadilan Tinggi

Perkara Banding diperiksa dan diputus paling lama 30 (tiga puluhb)
hari terhitung scjak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan
tinggi.

Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan tinggi hakim benvenang
menetapkan penahanan selama 20 (dua pufuh) hari den jiku masih
diberlukan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan tinggi paling
fama 10 (sepuluh) harl,
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3. Mahkamah Agung
- Dalam hal ada upays bukum kasasi Mahkamah Agung memeriksa
perkara tersebut paling larma 30 (tiga pulub) hari terhitung sejak
berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
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BABII

FERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN
PERKARA TINBAK PIDANA PERIKANAN

3.1, Kedudukan Kejaksazn dalam Peradilan Pidaua

Kejaksaan RI dalam penegakan hukum merupakan salah satu subsistem
dari suatu sistern hukum. Tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam peradilan
pidana diatur dalam hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang No.§ Tahun
1981 (KUHAP). Sedangkan kelembagaan Kejaksaan diatur dalam Undang-
Undang No.16 tahun 2004 tenfang Kejaksaan RI. Dalam pasal 2 UU No.16
Tahun 2004 disehutkan mengenai kededukan Kejaksaan dalam peradilan
pidana yaitw

“(1).,  Rejuksaem adalah  lembaga  pemerintahen  yamg  melakukan
kekuasaan Negara di bidang peruntutan serla kewenamgan lain

berdasarkan undarng-undang;

{2). Kekwasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayar (1
dilaksanakan secaora merdeka;

(3). Kejaksaan sebagaeimana dimoksud pada ayat {1} adalah satu dan
tidak terpisatkan.”

Selanjulnya mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI dalam
penegakan hukom di Indonesia diatur dalam pasal 30, 31, 32 dan 34 Undang-
Undang No.16 tabun 2004 tentang Kejaksaan RI Ditegaskan dalam pasal 30
LU No. 16 Tahun 2004 bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas
dan wewenang:

a. melakukan penuntutan;

b. melaksanakan penctapan hakim dan putusan penpadilan yang telsh
memperoleh kekuatan hukum tetap;

¢, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana hersyarat,
putusan pidana pengawasan, dan keputusan fepas bersyarat;
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d. melakukan penyidikar terhadap tindak pidana tertentn berdasarkan
undang-undang

e. melengkapi berkas perkara terientu dan untuk itu dapat melekukan
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksansannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dan dalam penjelasan pasal 30 ayat | huruf a dijelaskan bahwa dalam
melakukan penuntutan, Jaksa dapat melzkukan prapenuntuian, Prapenuntutan
adalah tindakan Jaksa unrtuk memantau perkembangan penyidikan setelah
menerima pemberitahuan dimufainya penyidikan dari penyidik, mempelajari
atau meneliti kelengkapan berkas perkars hasil penyidikan yang diterima dari
penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk
dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau
tidak ke tahap penunfutan,

Kemudian mengenai prapenuntutan, menurut Andi Hamzah® KUHAP
tidak memberi batasan pengertian prapenuntutan itu. Didalam pasal 1 yang
verisi definisi~definisi istilah yang dipakai oleh KUHAP tidak meomuat
definisi prapenuntotan. istilah prapenuntuian it wrcantom di dalam pasal 14
KUHAP (tentang wewenang penurdut umum), khosusnya butie b berikut,
mengadakan prapenontutan  ads  kekurangan pads penyidikan dengan
memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat {3) dan (4) dengan memberikan
petunjuk dalam rangka penyempumnaan penyidikan dari penyldik, Jadi yang
dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum dalam
rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik

Selanjutnya dalam KUHAP {Kitab Undang-Undang Hukumn Acara
Fidana), tata cara pengaturan penuntut emum dan penuntutan distur dalam
Bab II Bagian Ketiga, yang terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 13 sampai dengan
pasal 15, Selanjulnya penuntuten distur dalam Bab XV, mulai dari pasal 137
sampal dengan pasal 144,

Bandt Hamzah, Hukum Acara Piduna Indovesio, cev. 1, {Jskerta:Sinar Grafike, 2008),
bl 157158,
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Pengertian penuntut umum ditinjau dari segi yuridis dapat kita lihat dalam
pasal 13 yang berbunyl:

“Penuntut Umumt adolah jokse yang diberi wewenang oleh undong-urdang
ini untuk melakukan perantutan dan melaksanakan putusan hakim.”

Rumusan pasal 13 KUHAP tersebut sebenamya tidak ada perbedaan isi

dan maknanya dengan rumusan pasal 1 butir 6.

Sedangkan arti penuntut vmum yang sudah lebih dulu diromuskan pada
pasa! 1 butir 6 yang berbunyi:

“a. Jaksa adaloh Pgjabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai peruntut umum don pelaksana putusan

pengadilan yang teleh memperolel kekuatom hudoonm teiap serta
wewenang lain bevdasarkan undang-wndang ™,

b Penuniwt Upmm adoloh Jokse yang diberi wewenang oleh Undoang-
Undeng int untuk melakukon perrgutarn dan melaksanakan penelopan
hokim;

Memperhatikan bunyi pasal 13 dengan bunyi pasal 1 butir § yang tertera
diatas adalah sama benar, malah isi pasal 1 butir 6 antara huruf a dan b nya
juga sama. Hanya rumusan dan kalimainya saja yang sedikit diputar balik.
Menurut Yahya Harahap, rumusan pasal 1 butir 6 KUHAP tersebut terdapat
kekurangan sccara vyuridis, Schab tugas Penuntut Umum bukan hanya
melaksanakan putusan hakim yang berkekusztan hukum tetap saja. Tetap
termasuk juga “penstapan hakim”, seperti penetapan hakim mengeluarkan
terdakwa dari penahanan, penciapan penjualan pcieiang‘azz barang bukti benda
sitaan yang mudah rusak dan sebagainya.”

Selanjutnya menurut Yahya Harabap, demikian juga pada rumusan pasal |
butir 6 huruf b yang persis betul kata-kata dan kalimatnya dengan ketentuan
pasal 13, yang berbunyi:

- melakukan penuntutan,

- dan melaksanakan penetapan hakim,

“M.Yuhys Hurshap, Fembohason Permasalaken dan  Pensropon KUHAF, wetll,
{}akarms:Pusiaka Kartind, 1993), hin386
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Dari uraian ini jelas terlihat bahwa disamping wewenang melakukan
penuntutan, juga melaksanakan “penetepan” hakim. Sehingga pada kedua
rumusan ini seolah-olah tidek termasuk wewenang melaksanakan putusan
hakim yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu menurat Yahya Harahap,
pada rumusan ketentuan-keteotuan yang diutarakan diatas, masing-mmasing
berisi kekurang lengkapan, Sebenamya cukup dirumuskan dalam suatu pasal
dengan menggabungkan rumusan-rumusan tadi sehingga berbunyil Jaksa
adalah pejabat yang diberi wewenang cleh undang-undang scbagal penuntut
umum serta melsksanakan “penetapan” dan putusan hakim yang telab
memperoleh keknatan hukum tetap. Dengan rumusan seperti ini dari segi
vuridis telah tercakup semuz ruang lingkup wewenang Jaksa sebagal penantut
umum fanpa perlu dipisah-pisabikan dalam tiga rumusan sepert yang telah
diuraikan distas. Kesimpulan rumusan pengertian penuntut omum dari
pengertian diatas yaim: *°

- melakukan penuntotan;
- roelaksanakan penetapan hakim;
- melaksanakan putesan hakim yang berkekeatan bukum tap.

32.Pencpakan Hukum Oleh Jaksa Penvatef Umum Dalam Penanganan
Tindak Pidana Perkara Perikanan

Berdasarkan uralan diatas, maka penegakan hukum vang dilakukan oleh
Jaksa Penuntut Umum dafam peoyelesaian suatu perkars tindak pidena,
dalam hal inf termasuk juga penanganan tindak pidana perikanan, dilalukan
dalam tahap-tahap sebagai berikut :

3.2.1.Tahap Prapenuntutan
Pengertian Pra Penuntutan

Selain pengertian Pra Penuntutan dalam  dslam penjelasan  pasal
30 ayat 1 huruf 2 UU No.16 Tahun 2004, dalam Surat Jaksa Agung

% Ihid., hal.387.
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Tindak Pidana Umum NomonB-401/E/3 tanggal § September 1993,
peribal : Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan, yang dimaksed Pra
Penuntutan ialah : Semua Pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan

persiapan pelaksanaan tugas Penuntutan yang meliputi kegiatan :

Penerimasn Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan {(SPDP);
Pemantauan Perkembangan Penyidikan;

Penelitian Berkas Perkarg tahap pertama;

Pemberian Petunjuk guna melengkapi hasil Penyidikan;

Penelitian ulang berkas perkara;

Penelitian fersangka den Barang Bukti pada tahap penyerahan
tanggung jawab atas tersangka dan Barang Bukti;

g. Pemeriksaan Tambahan

& 9o WP

@

Adapun uvraian dari Kegiatan Pra Penuntutan adalab sebagai
berikut :

1. Penerimaan Penerimaan Sprat Femberitahunan Dimulzinya
FPenyidikan (SPDP::

2. Penerimaan SPDP {Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dicatat
dalam Register Penerimaan SPDP (RP-9);

b. Setelah penerimaan SPDP  diterbitkan Surat  Perintah
penunjukan Jaksa Peountut Umum uyntuk peaclitian dan
penyelesaian perkars (P-16). Jaksa yang ditunjuk berugas
untuk memantau perkembangan penyidikan;

¢. Sejak dikeluarkannya P-16, Jaksa Pemmtut Umum yang
bersangkutan  secara  aktif membina koordinasi  dan
Koordinasi Pezzyi(iii( Umum. Forum fersebut digunakan
secara optimal untuk memberikan bimbingan/arahan kepada
Penyidik, dengan maksud apar keglatan mampu menyajikan
sepala data dan fekta yang diperlukan bagi kepentingan
penuntutan dan bolak-baliknya berkas perkara dapat
dihindarkan;
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d.  Selain koordinasi dan kerjasame secara fungsional tersebut,

dibina pula koordinasi dan kerjasama positif secara

instansional melalui Forum Rapat Koordinasi Antar Penegak
Hukum (RAKORGAKKUM/DILIAPOL).

% Penerimaan Berkas Perkara Tabap Pertama :

a. Penerimaan berkas perkare terseingt dicadtat dalam Register
Penerimaan Berkas perkara tshap pertama (RP-10) dan

pelaporannya menggunakan LP-6. Penelitian berkas tahap
pertama difokuskan kepada:

i}

2).

Kelengkapan formal yaitu meliputi segala sesuatu yang
berhubungan dengan formalitas/persyaratan, fata cara
penyidikan vyang harus dilengkapi dengan Surat
Perintah, Berita Acara, Izin/Persetujuan  Ketua
Pengadilan. [ samping penelitien kuantitas
kelengkapan syarat formal, perlu diteliti pula segi
kualitas kelengiapan terschut, yakni keabsahan sesumai
ketentuan undang-vndang;

Kelengkapan materiil, yaitu kelengkapan informasi,
data, fakta dan alat bukti yang diperlukan bagi
kepentingan  pembuktian.  Kriteria  yang  dapat
digunakan sebagai tolak uker kelengkapan materiil
antara Iain:

- apa yang terjadi (tindak pidana beseria kualifikasi dan
pasal yang dilanggar);

- siapa  pelaku, siapa-siapa  yang melihat,
mendengar, mengalami peristiwa ity {tersangka,
para saksi/zahli);

-  bagaimana perbuatan v dilskukan {modus
operandi),

- dimana perbuatan itu dilakukan (locus delicti);
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- bilamana perbuatan itu dilakukan (tempus delicti);

- akibat apa yang ditimbulkannya (ditirjau secara
viktimologis);

- apa yang hendek dicapai dengan perbuatan itu
{motivasi yang mendorong pelaku}.

Kelengkapan materiil terpenuhi bila segala sesuatu yang
diperfukan begi kepentingan pembuktian tersedia
sebagai hasil penyidikan,

Pelaksanaan penelitian dimaksud butir 3, dilakukan oleh
Jaksa Peneliti yang tercantum delam P-16 dan hasil
peaclitiannya dituangkan dalam check list sebagaimana
terlampir;

Apabila menurut hastl penelitian temyata hasil penyiitkan
belum lengkap, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil
Penyidikan Sudah lengkap (P-21), dan bila schalikays,
dikeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Belum
lengkap (P-18) dan berkas perkara dikembalikan disertai
dengan petanjuk guna melengkapi hasil penyidikan (P-19);
dalam P-19 diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap
tentang hal apa yang harus dilengkapi oleh Penyidik sesuai
ketentuae: pasal 138 ayat 2 jo pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP,
Petunjuk disusun dalam bahasa sederhana dengan pengunaan
kalimat-Kalimat efekdf,

Untuk akuratnya aplikasi petunjuk tersebut oleh Penyidik,
sebaiknya Penyidik diundang untuk bertemu Jaksa Peneliti
guna membahas petunjuk-petuniuk dimaksud.

Pengembalian berkas perkara kepada Penyidik dilakukan
lewat kurir, atau dalam hal terlaksana pertemuan dimaksud
huruf d, berkas perkara dapat langsung diserahkan kepada
Penyidik. Kedua bentuk penyerahan kembali berkas tersebut
dilengkapi dengan P-19 dan Tanda Penerimaan Berkas
Perkara;
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f.  Dalam hal §PDP tidek ditindzklanjutl dengan penyerahan
berkas perkara dalam batas waktu 30 hari, Jaksa Peneliti
yang bersangkutan meminta laporan perkembangan hasil
penyidikan (17

3. Penyerahan Tanggung Jawab atas Tersaogka dan Barang

Bulai:

a.  Penerimaan tanggung jawab atas tersangka

1}. Penecrimasn tanggung jawab atas tersangka dilakukan
per-Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka
(BA-15);

2}, Penelitian tersebut dimeksuckan wntuk mengstahui

sejauhmana keberadaan tentang:

-

-

keterangan-keterangan tersangka dalam BAP;
identitas tersangka guna mencegah terjadinya error
it persona;

statug tersangka (ditahan/tidak);

apakah ada keterangan yang perlu ditembahkan,

3. BA IS berfungsi sehagai :

-

bahian pertimbangan peaahanan,

bila terdakwa mangkir dipersidangan sedang pada
tahap penyidikan dan prapenuntutan ia mengakui
terus terang perbustannya, BAP tersangka dan
BA-15 dapat difungsikan sebagai alat buksi serat
{sesual ketemtuan pasal 187 KUHAP), satau
setidak-tidaknya sebagai petunjuk  kesaizhan
terdakwa {sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP dan
yurisprudensi tetap), atau sebagai keterangan yang
diberikan diluar sidang sesuai ketentuan pasal 189
KUHAP.
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Biia diperlukan penahanan digunakan dokumen-
dokumen penshanan (0, RT dan LT},

Penerimaan tanggungjawab atas barang bukti

1}.

2.

3).

4},

Db

6).

Penerimaan dan penelitian barang bukti dilakukan per-

Berita Acara Penerimasn dan Penelitian Barang Bukti
(BA-18}.
Hal-hel yang perfu diteliti meoliputi;

- kuantitas umlsh, ckoran, takarar/ timbangan atau
satuan isinnya);

- kuaiitas (harga/nilal, mut, kadar dan lain-lain);

- kondisi (bail/rusak, lengkap/tidak);

- identifikast/spesifikasi lainnya.

Tolak ukur penelitian mengpunakan:

- daftar adanya barang bukti yang terlampir pada
berkas perkara;

- dokumen-dokemen penyitaan (SP,
izin/persetijuan penyitaany;

Setelah penclitian di buat Labe! Barang Bukt (B-10),
Kartu Barang Bukti (B-11), Pencatatan dalam Register
Barang Bukti (RE-2};

Rila dalam penelitian fersebut diperiukan banifuan
instansf lain, bantuan tersebut dimintakan dengan
menggunakan B-12;

Bila diperivkan penitipan barang bukdi, pelaksanaannya
dilengkapi dengen Surat Perintah Penitipan Barang
Bukti {(B-5) dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti
(B-17).
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c. Setelah funtas proses penerimean tanggung jawab atas
tersangka dan barang bukss, berkss perkara dicatat dalam
Register Perkara Tahap Penuntutan (RP-12).

4. Pemeriksasn Tambahan

Apabila dari hasil penelitian lebih lanjut ternyvata berkas perkara
yang sudah dinyatakan lengkap belum memenuhi persyaratan
untuk dilimpahkan ke pengadilan, maka dafam rangka melengkapi
berkas perkara dapat dilakukan pemeriksaan tambahan,

3,2.1. Tabap Penuatutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melirnpahkan
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut ‘
cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidona dengan perminiaan F
supaya diperiksa dan dipotus oleh hakim di sidang pengadilan,

Penuntut Umum berwenang, melakukan pemuntutan  terhadap
siapapun yang didalowa melakukan ssuatu tindak pidana dalam daerah
hukumnya dengan melimpaikan perkara ke pengadilan  yang
berwenang mengadili,

Penanganan dan pengendalian penyelesaian perkara tindak pidana
perikanan merupakan fugas dan tanggungiawab Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana khusus (vide Surat Jam Pidsus No.B-
HIOR/FFL2/0272003  tentang  Pengendalian Tunfutan  Pidana
Perikanan, oleh sebab i maka dalam melskukan tuptutan pldana
terhadap tindak pidana perikanan {vide 74 UU No.3l tahun 2604)
berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/A/AS5/2002
tentang Perubshan Pengendalian Tuntutan Pidana Petkara Pidana
Khusns.

Pada tahap penuntutan, hal yang harus dilekuken oleh Jaksa

adalah:
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Penyusunan surat dakwaan

Surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan
perkara pidana di pengadilan dan merupakan dasar sekaligus
membatasi ruang lingkup pemeriksaan sehingga diperlukan adanya
kemampuan dan kemahiran Jaksa Penunfut Umum dalam
penyusunannya. Selain ity, bimbingan serta pengendalian agar para
Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun surat dakwaan secars
profesional, efektif dan efisien guna mengoptimatkan keberhastian
tugas keiaksaan dibidang penuntutan. Sistematiks pembuatan surat
dakwaan dan penyusunannya berpedoman pada Surat Edaran Jaksa
Agung Rl NoSEQQ4/JA/T1/1993 tanggal 22 Nopember 1993
perihal Pembuatan Surat Dakwaan. Surat dalowaan bagi Penuntut
Umum merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuniuian
pidana dan penggunaan upays hukum. Adapun kewenangan
Penuntut Umum membuat surat dakwaan adalah sebagaimana yang
diamanatkan dalam pasal 14 hurof d KUHAP. Pembuatan surat
dakwaan dilakukan oleh penuntut weum bila ta berpendapat bahwa
dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan {pasal 140 ayat |
KITHAP). Surat dakwaan merupakan penataan konstrukst yuridis
atas fekia-fakia perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak
pidzna sesual ketentugn undang-undang pidanz vang bersangkutan.

b. Pembuktian dakwaan

3 8

Pemeriksaan saksi-saksi

Pertanyasn-pertanyaan yang diajukan harus difokuskan kepada
pembuktian vosur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan
harus selalu ditanyekan alasan mengapa saksi fersebut
memberikan  suatu  pernyataan  dalam  pemeriksaan
dipersidangan. Ditanyakan kepada saksi mengenai kejadian
dari tindak pidana terscbut, yang ia dengar sendiri, lihat seadicl,
alami sendiri dengan menyecbut alasan dan pengetshuan
terscbut. {pasal 1 butir 27 KUHAP).
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2}, Pemeriksaan abkli

Keterangan ahli, jalah keterangan vang diberikan oleh seorang
yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan
untuk membuat terang svatu perkara guha kepentingan
pemeriksaan {pasal | butir 28 KUHAP). Penuntut Umum harus
dapat meyakinkan Majelis Hakim akan kualifikasi keahlian
khusus dari ahli yang diajukan di persidangan. Agar keterangan
ahli dapat mendukung pembuktian, maka dituntut kemampuan
untek memaneing dan mengarahkan keterangan ahli yang
bersifat analisis ilmiah secara sisteratis kronologis (Science
BEvidence) kepada pengungkapan fakta-fakta hukum (Legal

Evidence).

Adapun dalam peasnganzn perkara tindsk pidana
perikanan, tentu saja diperlukan zhti-ahli untuk membukiikan
dakwaan darl Jaksa Popuntt Umum sebagaimana yang
dikemukaken oleh Pantono Ronowijaya, SH yang mewakili
Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidanz

Khusus:”

“Bahwa dalam pembuKtian diperiukan ahli untuk membukiikan
dakwaan, ahli yang diajukan ke persidangan antara lain unfuk
menentukan apakah perbuatan terdakwe dapat miehyebabkan
kerusakan lingkungan hidup Aldak, penentuan bahan Kimia
yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan,
uniuk menentukan lokasi terjadinya tindak pidanz perikanan
tersebut, misalnya apakah tindak pidane tersebut terjadi di
ZEE! atay di wilayah Negara RI, untuk menpetahui ukuran,
jenis dan jaring yang dipergunakan dalam melakukan tindak
pidana perikanan.”

3). Pemeriksaan Surat-surat

*"Hasil wawancars penulis dengan Pantono Ronowijaya, SH Kasi 11 Subdit Tindak Pidana
Ekonomi dan Tindak Pidans Khusus Lainnya pada Direktoral Penuntutan yang mewakili
Direktur Penuntuten pada Jaksa Agung Mude Tindak Pidana Khusus
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Alat bukti surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 (1) hurof
¢ KUHAP, dibuat diatas surapah jabatan atau dikvatkan dengan
sumpah sebagaimana tersebut dalam pasal 187 butira, b, ¢, d
KUHAP,

4). Petunjuk-Petunjuk

Petunivk  dapat diperoleh  dar keterangan  saksf, surat,
keterangan terdakwa vang metupakan perbuatan, kejadian atan
keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu
dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendir
menandakan telab terjadi svatu tindak pidana dan siape
pelakunya (pasal 188 KUHAP).

3).  Reterangan Terdakwa

Walaupun dalam penyidikan terdakwa mengakui perbuatannya,
pamun tidek menutup kemungkinan adanya pengaruh dari
pihak lertentu, schingga  terdakwa mencabut  kembali
ketersngannys  dalam  persidangan.  Ustek  #tu dapat
menghadirkan  Penyvidik gupa  dimintai  keterangan  unfuk
membuktikan bahwa pemeriksaan felah dilaksanakan sssuat
ketentuan undangamdang serta untuk membuktikan bahwa
pencabutan keterangan ferdakwa tidak beralasan,

¢. Pembuktian Unsur-{nsur Tindak Pidana

Pembuktian wnsur-unsur tindak pidana harus disesuvaikan
dengan tindak pidana vang didakwakan, Dalam pembuktian
hendaknya memperhatikan pasal-pasal 183 dan 184 KUHAP serta
surat No.B-69/E/02/1997 1anggal 19 Februari 1997 tentang Hukum

Pembuktian Dalam Perkara Pidana,
4. Rencana Toutuizs Pidans

Rencana tuntulan tindak pidana perikanan disiopRan dengan
berpedoman pada Surat Edaran laksa Agung NoDU/AMJA/D/2002
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tentang Perubaban Pengendalian Tuntutan Pidana Perkara Pidana
Khusus,

Untuk pepanganan tindak pidana perikanan, sebapaimana
ketentuan dalam surat No B34 1/F/FL.2/06/2004 tangpal 23 Juni 2004
perihal Penanganan ferhadap Perkara-Perkara Tindak Perikanan,
disebutkan bahwa apabila diwilayah hukemnya terjadi tindak pidana
perikanan, maka Kepala Kejaksaan Tinggi, agar melaporkan
penanganannya dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus, segera seielah maenerima Surat Pemberitahuan Dimulzinys
Penyidikan (SPDP) dari Penyidik dan sebelum pengajuan tuntutan
pidana-nya kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku
pengendali penuntutan tindak pidarma perikanan.

Selain it untuk mendukung upaya penegakan hukum di laut
serta memberikan efek jera karena pelaku terhadap pelake tindak
pidana perikanan dan mendukung iklim di sektor perikenan
sebagaimana yang diatur dalam Keppres No.14 Tahun 2000 tentang
Pemanfastan Kapal Perikansn yang dinyatakan dirampas untok
Negara, maka dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak
pidana perikenan  agar dipedomani Suret Jaksa Agung Rl
No.0d1/A/BAG2001 tanggal 28 Jumi 2001 tentang Tuntutan
Hukuman terhadap perkarg-perkara Tindak Pidana Perikanan yang
diantaranya dinyatakan bahwa terhadap tindak pidars perikanan
supaya difuntut hukuman setimpal dan terhadap barang bukdi agar
dituntnt dirampas untuk Negara,

3.2.3.Upayas Hukum

Dalam hal menggunakan upaya hukum juga berpedoman pada
Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JA/05/2002 tentang Perubahan
Pengendalian  Tuniutan Pidana Perkara Pidana Khusus, dengan

ketentuan sebagai borikot:
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1. Dalam bhal menggunsken wupaya hukum banding agar
memperhatikan hal-hat sebagal berikut ;

a.

Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan
Jaksa Penuntut Umum;

Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20
tahun penjara sedengkan tuntutan Jaksa Penusntit Umum
adalah pidana mati;

Pumisan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara
sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara
seumur hidup;

Bila terdalowa banding, Jaksa Penuntot Umurns tidak harus
meminta banding, kecuslt dalam hal tersebut pada point |
a, b, ¢ tersebut diatas, karens untuk menggunakan upava
hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pthek telsh
menggunakan upaya hukum handing (vide surat Wakil
Jaksa Agung RI No.B-195/HE/EKA4/96 tanggal 17 April
1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 Undang-
Undang Ne. 14 Tahu 1988 tentang Mahkamah Agung).

Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan

Jaksa Penuntut Umum delam hal putusan hakim  yang
membebaskan  terdskwa dan  adanya alasan  sebagaimane
dirnaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP ayat 1 {satu) yaitu:

“Pemeriksaan dalam tinghat kasasi dilakukan oleh Mahkamah
Agung atas permintaan para pihak sebagaimeara dimaksud
dalam pasal 244 dan 248 guna menentuken:

€,

apakah benar suatu peruturan hufum tidak diterapkan atau
diterapkan tidek sebagaimorns mestinya;

apakah benar cara mengadili tidak dilaksanckan menurat
kefentunn uridang-undang;

upokah benar pengadilen elah  melampoui  batos
wewenangnya.
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EBABIV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Penegakan Hukum Oleb Jaksa Penuntat Umum Terhadap Perkara
Tindak Pidana Perikanan

Wawaneara dengan para Jaksa Penuntwt Umum yang menangani
tindak pidana perikanan menjelaskan demikian %8

“Untuk menangani perkara tindak pidana perikanan, maka Jaksa tersebut
haras memenuhi beberapa syaral sebagaimana yang telah diletapken
dalam pasal 75 UU Neo.31 Tahon 2004 yaitu ;

- Penuniutan terhadap findak pidana perikasan dilakukan oleh
Penuntut Umum yang ditctapkan oleh Jaksa Agung dan/atau
pejabat vang ditunjuk:

- Penuntut Umum perkara tindak pidana perikanan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. berpengslaman menjadi penuntat umum sekurang-kurangnya 5
{lima)} tahun,

b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dibidang

perikanan,;

¢. cakap dan memiliki integritas moral vang tingpi selama
menjalankan tugasnya.

Para Jaksa yang menangani perkara tindak pidana perikanan
sebelum melzkukan pepuntutan juga melekukan kegialan pra penuntulan
yang berpedoman pada surat No.B-401/E/9/93 perihal Pelaksanaan Tugas
Pra Penuntutan tanpgal 8 September 1993 dan pasal 76 ayat 1 s/d 8 UU
No.3l Tahun 2004 tentang Perikanan,  yaitu seliap ads Surat

2 Hasil wawancara peonlis dengan Yuans, SH di Kejaksaan Negeri Jakaria Utars pada tanggat

16 Juni 2008, Esther Tanak, §H di Kejaksaan Negeri Jakuria Utars pada tanggsl 17 Joni

2008 di Kejaksnan Negeri Jakarz Ulara.
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Pemberitahvan Dimufaioys Penyidikan {SPDP) mska Jaksa vang telah
ditunjuk sebagal Penuntut Umum, setelah menerima hasil penyidikan dari
penyidik harus memberitahu hasil penelitiannya dalam waktu 5 (lima) har
terhitong  sejak tanggal ditericanya berkas penyidiken. Jika hasil
penyidikan belum dengkap (P-18), mska Penuntut Umum  hams
mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk
tentang hal-hal yang harus dilengkapi {dengan mempergunakan formulir
P-19. Dalam wakty maksimal 10 {sgpuluh) hari techitung sejak tanggal
penerimaan berkas, penyidik haros menyampaikan kemball berkas perkers
tersebut kepada Penuntut Umum. Penyidikan dianggap selesai apabila
sebelum wakte 5 (Jima} bari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil
penyidikan atau apabila sebelum batas wakiu 5 (Hima) hari sudah ada
permberitahvan oleh Penuntut Umum bahwa Penyidikan sudah selesai. Jika
Penuntut Umum menyatakan hasil penyidikan telah tengkap (P-21), maka
dalam waktu 10 (sepulub) hari terhitung sejak tanpgal penerimaan berkas
dart Penyidik dinyatakan fengkap, maka Pemuntut Umum  harug
melimpahkan perkara terscbut ke Pengadilan Perikanan.”

Menurut Yuans, SH dalam melakukan kegiatan Pra penuntutan
sewakiu memberikan petunjuk kepada penyidik jika hasil penyidikan
belum lengkap:®

“bahwa telah terjadi koordinasi dengan baik amtara Penyidik
dengan Penuntut Umom. Misalnya Penuntul Unum memberikan peturivk
kepada penyidik apakah surat-surat izin tersanghka lengkap/tidak, apakah
penggunaan izin yang dimiliki tersangka telah dipergunakan sesuai dengan
peruntukannya, dilihat joga apar akibat tindak pidana perikanan yang
dilakukan oleh torsangka mengskibatkan kerusakan lingkungandtidak,
apakah ada penggunaan obat-obat kimia yang digonakan dalam
melakukan tindak pidana perikanan”,

T Hasil wawancara penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negori Jakerta Utars pada tanggal
16 Juni 2608
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Dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan para Jaksa
hars berpedoman kepada :

“Petunfuk-Petunjuk Teknis Tindak Pidana Khusus (Penyelesaian Tindak
Pidana Khusus) yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Agung RI, dan khusus mengenai perkara tindak pidana
perikanan berpedoman pada:

- “Surat  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusue
No.625/F/FFE2/48/1995 tanggal 21 Agustus 1995 tentang
Pengendalian Tuntutan Pidana Perikanan.”

Adapun Burat Jaksa Agung Muda Tindzk Pidana Khusus
No.625/F/FPE.2/08/1995 terscbut secara jelas telah dinyatakan bahwa
Pengendalian Penanganan dom Penyelesaian perkara Tindak Pidara
Perikanan adalah merupaken tugas dan tengggung jawab Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus don hal tersebut ditegaskon kembali dalam
surat  Jaksa Agung  Muda Tindek  Pidamo  Khusus  No.B-
1 IO/RF/F 2/02/2003 tanggal 14 Februari 2003 teniong Pengendaiion
Tuntutan Pidena dotam Tindek Pidana Perikonars;

- “Kemudian dalam surat Jaksa Agung Muda Tindek Pidana Khusus
No. B-110/R/F/Fe2/02/2003 tanggal 14 Februari 2003 temiang
Pengendalian Tentutan Pidana dalam Tindak Pidana Perikanan.”

Adapun surat Jakss Agung Muda Tindak Pidana Khusas No.B-
VIO/R/F/FL2/02/2003  tersebut, menyatakan bahwa dolem  melokukan
tuntutan pidana dolem Tindak Pidana Perikanan agar berpedoman pada
Surat Edoran Jaksa Agung Ne.OOI/A/JA/05/2002 tentang Pedoman
Tuntutun Pidana;

*Hagil wawancars penilis dengan Pantono Ronowijeys, SH Kasi 1f Subdit Tindak Pidana
Ekenomi den Tindek Pidens Khusus Lainsye pada Direktorat Persuntutsn yang mewakif
Direktur Penuniutan pads Juksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Damba, SH Kasl
Subdit Tindak Pidsna Ekanomi dun Tindsk Pidana Khusos Lainnya peda Direktorat Upaya —————
Hukum dan Eksekosi yang mewskili Disskter Upayn Huokum den Eksekust pade Jaksa
Agung Muda Tindek Pidana Khuses < Kejaksasn Agong Ri pada tanggal 7 3uli 2008,

Univarsifas Indonesgia

Beberapa permasalahan..., Ayu Agung, FH Ul, 2008



71

- *Belain itu, berpedoman pulz pada surat Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khouses NoB-341/FF€2/06/2004 petihal
Penanganan terhadap Perkara-Perkara Tindak Pidana Perikanan®,

Adapun surat Jaksa Agung Muda Tindek Pidana Khusus No.B-
JAVE/FL2/06/2004 mengatur bahwa:

- apabila di wilayah hukum Kepale Kejaksaan Tinggi texjadi kesus
Tindak Pidana Perikesan maka Kepole Kejaksaon Tinggi agar
melaporkay penanganavnye kepada Jaksa Agung Muda Tinduk
Pidana Khusus, segeru seteloh mengrima Surat Pemberitohuon
Dimulainya Penyidikan SPDFP} dori Penyidik den sebelum
pengajuan funtutan pidara, agar melaperkest Rencana Tumtulan
Pidana nye kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kihusuz
selaku Pengendali Penuntuian Perkara Tindak Pidana Perikeman,

~ batnwa uniuk mendukung wpaye penegokan hukum di leut seria
memberikan efek jera bagi para peicku Tindak Piduna Perilanan,
mendukvng iklim wsab di sektor perikanan sebagaimarna diatur
dalam Keppres No.ld Tehun 2000 tentang FPemanfaoren Kapal
Perikanan yang dinyatokan dirempas untuk Negara, maka dalomn
melakukan penumuion perkara tevhadap pelaoku Tindak Pidana
Perikanan  agar  dipedomeani  Surat Joksa  Agung RI
No.041/A/BAO6L200] tanggal 20 Juni 2001 tentang Tuntutan
Hukumen terhodap perkara-perfara Tindok Pidena Perifanan
yang diamaranya boiwa terhadap perkare Tindak Pidena
Perikanan supaya dituntut hukuman setimpal dem terhadap barang
bukii agar divampas untuk Negora”

Adanya kebijakan untuk melaporkan rencena tuntutan kepada
pimpinan (dalam hal ini perkera tindak pidanz khusus kepada Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus), sebagaimana yang diatur dalam
Surat Edaran Jaksa Agung R! NomorSE-005/I.AJ12/1983 tentang
Pedoman Tuntutan Pidana discbutkan “balmpa  belum adarnva
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keseragaman /fkesatuan mengenal berat ringannya tuntutan pidana yang
digfukan oleh pora Jaksa Perumtut Umuri tevhadap perkara-perkara yang
sama baik jenis, keadaan maupun motifnya. Disamping ity tidak jareng
lerfadi funtutan pidana yang digjukan oleh Jaksa Penuntui Umum
dirasakan terfolu ringan baik difinjan dovi segi ancaman pidans
maksimum maupun difinfey dari segi rasa keadilan yavg berkembmmg
dalam masyarakat. Kemudian, berpedomen padn prinsip “Kejaksaan
adolah salu dan Yidak dapat dipisak-pisahkan™, maka sewajarnyalah
terdapat kesotuan didalam kebfjakan penuntutan, khususnya didalam
tuntulem pidana. Selain i, kemajuan teknologi yamg mokin pesai,
mengakibatnan mekin meninghomya pula kejehaim  baik huantitas
maupir  kualitasnya, sehingga suduh sempai pede tnghat yang
memprihatinkam. Oleh kavena itu divasa pertu untuk mengambil langkah-
langkah kebijafsanaam untuk menghken meningkatrya kejchatan terszbut,
Dan saiak satu care yang dapat ditempuh adalah mengajukan tuntutan
pidana/menjatubkan hukuman yang sesuai dengan rasa keadifem yang
berkembang dalum nunyorakal dewasa ini, sehingga mampu membowa
pengaruh sebagai doyn tanghal, Sehubungan dengem itu, moka dalam
ranghka mewyiudkan kesatuan didalam pewmsutan devgan ini digariskan
turtutan pidana...dst "

Hal ini sesuai pula dengan psmyatasn Pantono Ronowijaya, SH
mewakili Direktwr Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus bahwa ™'

“pada Direktoral Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,
selain Rencana Tuntutan (Rentut) vang harus dilaporkan kepada Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus, selain ity sebagai faktor
pengendalian dan pengawasan dari Kejaksaan Agung, fuga ada tolak ukur
penghukuman yang skan ditarunkan pada Rencana Tuntutan (Rentut).
Tolak ukur int penjatuhan hukuman ini, dibuat agar Hdak terjadi disparitas

*'Hasil wewancara penulis dengan Pantono Ronowijeys, SH Kasi If Sebdit Tindak Pidans
Ekonomi dan Tindak Pidena Khusus Lainnya pads Direltorat Penuntutas yang mewakili
Direktur Penunbwtan pada Jaksn Apung Muds Tindsk Pidens Khusus pada langgel 7 Juli
2008 di Kejpksaan Agung BRI
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dalam menjatubkan bukuman terhadap perkara-perkara yang sama baik
jenis, keadaan maupun motifnya. Dalam tolak ukur tersebut juga
ditetapkan meogenai hal-hal baik yang meringankan maupun yang
memberatican terdakwa.”

Kemudian mengenai upaya hukum vang dilakukan oleh Jaksa
Penuntut Umum dalam menangeni perkara tindak pidana perikanan
sehagaimana yang dijelaskan oleh Damba, SH yaitu=?

“Bahwa mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut
Umum dalam penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan berpedomani
pada Surat Edaran Jaksa Agung No.003/A/JAMS5/2002 tentang Pedoman
Tuntutan Pidana”

Adapun Surat Edaran Jaksa Agung No. 003/A/JA/05/2002 tersebut
menentukan:
(1).Dalam hal mengpunakan upaya hukum banding agar memperhatikan
hal-hat sebagai berikut :

a.  Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua pertiga) tuntutan

Jaksa Penuntut Umnem;

b.  Putusan Hakim 20 shun pidana penjara stau kurang dari 20
tahun penjara, sedangkan tontutan Jaksa Peountut Umum
adalah pidana mati;

¢. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidans penjara
sedangkan Jaksa Penuntat Umum mienuntut pidana penjara

seumur hidup;

d. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidek harus
meminte banding kecuali dalam hal tersebut pada point

Hytesii wavancora penulis dengan Damhbs, SH Kasi Subdit Tindak Pidans  Ekonomi dan
Tindak Pidans Khusus Laianya pada Direktorat Upays Hukum dan Eksekust yang meveakili B —
Direktur Upays Hukes: dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindek Pidans Khusus pada
senpge! 7 Juli 2008 4i Kejaksean Agung Ri
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la,b,c, tersebut diatas, karena untuk menggunakan upaya
hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah
menggunakan upaya hukum banding (vide surat Wakil Jaksa
Agung RI Nomor:B-195/E/Efk/4/96 tanggal 17 April 1996
perihal Pemahaman tentang maksud pasai 43 UUU No.14
tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

(2).Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan oleh
Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan
terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253
KUHAP.

Selanjutnya menurut Damha, SH yaitu : *

“prinsip dalam mengajukan kasasi juga berpedoman pada yurisprudensi
Mahkamah Apgung yaitu putusan Mahkamah Agung Register
Nomor:864K/Pid/1986".

Adapun putusan Mahkamah Agung Register
Nomor:864K/Pid/1986 menyatakan bahwa apabila dalam putusan yang
bersangkutan terdapat hal-hal yang bertentangan, maka hal itupun dapat
dijadikan alasan kasasi. Dalam putusan lersebut Mahkamah Agung
menyatakan bahwa telah terdapat hal-hal yang bertentangan dalom
putusan Pengadilan Tinggi yakni terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan
dibebaskan dari segala dakwaan akan tetapi barang bukti dalam perkara
tersebut dinyatakan untuk Negara.

Kemudian mengenai keberadaan pengadilan perikanan, para Jaksa

Penuntut Umum tindak pidana perikanan menyatakan bahwa:*

* Hasil wawancara penulis dengan Damha, SH Kasi Subdit Tindak Pidana Ekonomi dan
Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Direktorat Upaya Hukum dan Eksekusi yang mewakili
Direkiur Upaya Hukum dan Eksekusi pade Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada
tanggal 7 Juli 2008 di Kejaksaan Agung RI.

*Hasil wawancare penulis dengan Yuana, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal
16 Juni 2008, Esther Tanak, SH di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juni
2008 di Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.
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“karena pengadilan perikanan di Jakarts Utarz ini, baru dibentuk, mereka
berharap spesialisasi dari pengadilan perikanan int dapat membantu
efeknifitas tugas-tugas mereka dalam menangani tindak pidana perikanan™

Kendala-Kendala Jaksa Penontut Umum Dalam Penangansa
Perkara Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terbadap Jaksa Penuntut
Umum yang permah menangani perkara tindak pidana perikanan ternyata
dalam proses penegakan hukomnya ditemukan adanyva berbagat kendala,
Kendalz-kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

4.2.1. Keadala dalam fantotan pidana

Sebagaimana vang telah dijelaskan sebehuwmnya, dalam penanganan
perkara tindak pidana perikanan Pesuntut Umum harus senantissa
berpedoman kepada kebijakan pimpinen yang dihimpun dalam
Petunjuk-Petunjuk Teknis Tindak Pidane Khusus (Penyelesaian
Tindak Pidana Khusus) vang diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda
Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI. Salah satu dari
kebijakan tersebut adalah melaporkan rencana funtutan kepads
pimpinan {dalam ha! ini perkara tindak pidans khusus kepada Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus). Jaksa Penuntut Umum dalam
menentukan tuntutan terhadap terdakwa yang melakokan tindak
pidana perikanan terlebih dahulu memberikan usul rencana tuniutan
kepada Kepala Kejaksaan Negerl atasannya berdasarkan pasal yang
dapat dibuktikan dalam persidangan, akibat yang ditimbulkan oleh
perbuatan terdakwa tersehut, kemudian diseriai dengan hal-hal yang
memberatkan  serfa  bal-hal yang meringankan  yang  depat
mempengaruhi tunttan. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri
tersebut, memberikan usul/pendapat terhadap funtutan perkara
tersebut. Usulan rencana tuntutan dari Kepala Kejaksaan Negeri ind
dapat sama ataupun berbeda dari Jaksa Penuntut Umum yang

Liniversitas Indonesia

Beberapa permasalahan..., Ayu Agung, FH Ul, 2008



76

menangani perkara tersebut, Selanjuitnya Kepala Kejaksaan Negeri
mengajukan rencana tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan
Tinggi. Setelah itu, Kepala Kejaksaan Tinggi mengaiukan rencans
tuntutan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Proses
pengajvan rencana funtutan tersebut memerlukan wakluy yang agak
tama terkadang. Padahal dalam penanganan perkara tindek pidana
perikanan harus ssgera diputus 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal pensrimaan perkara dani Penunful Unsium {vide pasal 80 ayat
I UU Ne3l Tahun 2004). Adapun tuntutan yang dibacakan
dipersidangan adalah tuntuian vang sudah disetuiui dan sesvai dengan
peturzuk dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Para Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana
perikanan yang diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa™*

“kendala datarn penanganan tindak pidana perikanan adelah masalah

rencana tuntutan{rentut) yanp lambat dari Kejaksaan Tinggi maupun
Kejaksaan Agung.Sedanphkan perkara tindak pidana perikanan harus
selesai dalam fangka waktu 30 (tiga puluh hari).”

Hal senada juga dijelaskan oleh Esther Tanak, SH dan Yuans, SH
yang menyatakan bahwa:"®

“Masalah rencana tuntutan dari Kejaksaan Neperi ke Kejaksasn
Tingai kemudian ke Kejaksaan Agung seringkali memeriukan waktu
yang agak lama icbih dari 10 hari, padahal perkara tindak pidana
perikanan harus selesai dalam jangka waktu 30 hari (tiga puluh) hard
terhitung sejak tanggal penerimaan perkara dart Penuntut Umnum,
maka Hakim harus menjatuhkan putusan®.

%

* Hasil wawancara via telepon antars penulis dengan Esther Vafering, SH pads Kejaksaan
MNegert Soronp pada tangeal 11 Meret 2008,

**Hasil wawancars penglis dengan Yuens, SH di Kejoksaun Negeri Jakarta Utara pada tanggal
16 Juni 2008, Esther Tansk, SH df Kejeksaan Negeri Jakats Yiara pads tanggel 17 Juni
2008,

Univarsitas Indonesia

Beberapa permasalahan..., Ayu Agung, FH Ul, 2008



77

4.2.2. Kendala penerapan beberapa pasal dalam UU No.31 Tabun 20604

- Kendala dalam penerapan pasal 102

“Pasad 102 yang menyebuthan bakwa “Kelentuan tentary pidana
penjare dalam undang-undeng ini tidok berlaku bagi tindak
pidana di bidang perikanan yang ieriadi di wilayah perikanan RY
sebogaimana yang dimaksud delam pasel 5 (1) hwruf b, kecuali
telah nda perjanjian artara Pemerintah RI dengan Pemerintah
Negara yang bersangiutan”

Menurut Pantono Ronowiiays, SH bahwa:*

“Jika seorang tersanpka WNA ditangkap, namun niegara kita belum
mempunyai perianjian dengan Negara darimana WHNA tersebut
berasal, maka tersangka tidak dapat ditahan, termasuk penahanan
untuk proses penyidikan, Kemudian apakah saat proses penyidikan
dan persidangan aparat penegak hukom dapat menahan/idek. Jika
tersangka tersebut melarikan dirl, maka siapa yang akan membayar
dendanya.

~ Kendala dalam pencrapan pasal 79

Pasal 79 menyecbutkan bahwa “Pemerikscan di sidang pengodilan
dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa’,

Lebih lanjut, menurut Pantono Ronowilaya, SH bahwar®

“Untuk melaksanakan persidangan in absentia tersebut seharusnya

ada ketentvan khusus vang mengatur bapaimana mekanisme serta

*" Hasii wawancara penuiis dengan Pantone Ronowijaya, SH Kasi 11 Sebdit Tindzk Pidans
Ekoworni dan Tindak Pidens Khusus Lainnys pads Direktomt Peaunbutan yang mewakil
Direktur Peapotutan pada Jekss Agung Muda Tindak Pidena Khusos geda tauggal 7 Tuli
2008 di Kejaksagn Agung RI,,

Masil wawancara penulis dengan Pantono Ronowijays, SH Kasi 1 Subdit Tindak Pidana
Ekonomi dan Tindak Pidans Kinsus Lainnya pada Direkiorat Penuntuian vang mewskili

Direktiur Penuntutan pada Jokss Ageng Muda Tindak Pidana Khusus pada tasggal 7 Juli
008 di Kejaksann Agong RE.
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syarat-syarat untuk perkara tindak pidana perikanan yang dapat
diadili secara in absentia”

- Kendala penerapan pasai-pasal ketentuan pidana UU Ne.31 Tahua
2004 dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 UNCLOS 1982

Dalam pasal 73 UNCLOS 1982 diatur mengenai penanganan
nelayan asing yang tertangkap di zona ekonomi eksklusif dan
dalam pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982 tersebut diatur bahwa
“Fukumen Negara pentai yang dijatabkan werhadap pelanggaron
peraluran  perundong-widangen perik;zm di zona ekonomi
eksklusif tidak boleh mencakup pengwrungan, jika didek oda
perjunfion sebolifeya mara Negora-negara yong bersanghuton,
atau sefiap bentuk bxkuman badan lainnya”,

Diengan adanya ketentuan UNCLOS 1932 ini, maka nelayan asing
tersebut tidak dapat dikenakan hukuman badan, padahal pencurian
fkan yang dilakukan oleh neleyan asing mengakibatkan kemugian
yang sangat besar bagi Negara kita®® Hal ini sebagaimana yang
dikensutkakan oleh para Jaksa Penuntut Umum yang mesangani

perkara tindak pidana perikenan.

423.Kendala penjatuhan  bukeman ferhadap kerporasi  yang
mehkukan tindak pidaga perikanan

Dalam pesal 101 UU Ne31 Tahun 2004 diatur mengenai prinsip
pertangegungiawaban korporasi, dimana yang dapat dituntut atas
suatu tindak pidana perikanan bukan saja pelaku di lapangan tetapi
juga korporasi yang berada di beiakang mereka. Dalam pasal 101
UU No3! Tahun 2004 disebutkan bahwa *...dalaem kol tindak
pidana perikanan dilakukan oleh korpovesi, tuntutan dan sanksi

P Hasil wawancars penulis denigan Yuans, SH di Kejaksaan Negeri Jakaria Utara pada tanggaf
16 Juni 2008,
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pidonanya dijatubkan terhadap pengurusvya, don pidana dendanya
ditambah sepertiga dari pidana yong dijatubkan.”

Dengan rumusan pasal 191 tersebul, maka walaupun korporasi
diakui sebagzi pelaku tindak pidana namup korporasi tidak dapat
dimintai perfanggungiawabkan pidana. Akibatnya yang dipidana
hanya para pelako tindak pidana perikanan dilapangan saja. Hal
senada divngkapkan oleh Yuana, SH:

“Bahwa selama ini, hanya pars nelayan kecil saiz yang terkena
hukuman karena melakukan tindak pidana perikanan. Sedangkan
pengusaha pemilik kapal tidsk pernab dihukum. Hat ini disebabkan
selain lemahnya pératuran terhadap pertanggpungiawaban terhadap
korporasi dalam ketentuan pemndang-undangan tisdak pidana
perikanan #o sendin, juga pars nelayan vang tertangkap biasanva
menafup-nutupi  tentang  slapa  orangeorang  yang  merupakan
pengusaha pemilik kapal yang digunskan untuk melakukan tindak
pidana perikanan, Biasanya nclayan tersebut tutup mulut mengenai
siapa pemilik kapal atau perusahizan pemilik kapal tersebut karens
rasa tzkut terhadap pemilik kapal tersebut ™

4.2.4.Kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksckusi barang
bukti

Rarang-barang buki yang dipunakan dalam tindak pidana
perikanan sepertt tkan dan kapal, untuk ikan langsung dilelang
sebelum ikan tersebut menjadi busuk. Kemudian uang hasil lelang
itulah yang meniadi barang bukii di pengadilan. Sedangkan barang
bukti berupz kapal terdapﬁ kendala dalarn penyimpanannya.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yuana, $H bahwa:*

““Hasi] wawancara penulis dengan Yuana, SH i Kejaksasn Negeri fakaria Utars pada tangeal
16 Juni 2008.

*'Hasil wawancars penulis dengan Yuana, SH i Xcjaksaan Negeri Jakarta Utara pada tangge!
15 Jund 2008.
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“Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai tempat untuk
menyimpan barang bukti berupa kapal tersebut, sehingga harus
dititipkan i pelabuhan. Unfuk penitipan tersebut tenfu saja
memerlukan biaya. Selain biaya, kapal tersebut terutama kapal-kapal
kecil cepat menjadi rusak karena tidak ada yang memelihara jika
terkena genangan air di pelabeuhan tempat penyimpanannya.
Akibatnya, kapal-kapal yang sedianya akan dirampas untuk Negara
dan kemudian akan dilelang, banyak yang mengalami kerusakan™

Barang bukti kapal seringkali mengalami kerusakan padahal
semestinya kapal tersebut te*:tap dalam kondisi yang baik hingga di
lelong. Sehingga harganya menjadi furun saat pelelangan. Hal ini
senada dengan pendapat IrTakhwin Qesman, hakim ad hoc pads
Pengadilan Perikanan Jakarta Utars yang menyatakan:*?

“Bahwa untuk kemenfastan barang bukii kapal apar dapat
dilelang dalaom kondisi wyang baik, maka periv dicard sohusi
bagaimana cara agar barang bukti kapal-kapal tersebut tetap terjaga
kondisinya hingga dilakukan pelelangan.”

Selain itu, menurut Esther Valerina, SH Jaksa Tindak Pidana
Perikanan pada Kejaksaan Negeri Sorong, Papua menyatakan
hahwa:*

“Barang bukii berupa kapal tersebut sering dipinjam pakai oleh
pengadilan kepada pemitiknya, Sehingga ketika akan dieksskusi oleh
Joksa Penuntut Umum, kapal tersebnt tidak berada ditempat
penyimpanannya, Padahal kapal tersebut akan dilelang dan
kemudian vangnys dimasukkan ke kas Negara. Hanyz saja hingga
saat ini belum ads peraturan yang melarang hakim tidak boleh
meminjam pakai kan barang bukti kapal tersebut.”

“* Hasit wawancars peanlis dengan Ir Takhwin Ossman hakim ad hoc Pengadilan Perikanas
Jakarte Uitare di Pengadilan Perikanan Jakerts Utara padsa tanggal 15 Juni 2008.

st wawancars penulis via tefepon dengen Esther Valering, SH Jaksa pads Kejakason
Negeri Sorong, Papos pada tanggal 1 Juli 2608,
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4.2.3.Kendala dalam upaya hukum

Menurut Damha, SH yang mewakili Direkiur Upaya Hukum
dan Eksekusi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,

menyataian balwa:

“Jika terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal
100 jo pasal 7 ayat 2 UU No.31 tahun 2004, maka apabila terbukti
fanys dihukum dends seja. Uniuk hukuman denda hanya dapar
dilakukan upaya hukwm sampai tingkat banding saja, tidak dapat
dikasasi.”

Upays-Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengatasi Berbagai
Kendala Yasg Dihadapi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana
Perikanan

Selama inl, penanganan masalah tindak pidana perikanan belum berjalan
secara optimal seperti yang kita herapkan. Tentu saja banyak faktor yang
mempengarchi mengaps penanganan tindak pidana perikanan belum
berjalan secara optimal. Dari berbagai kendala yang telah penulis uraian
diatas, kendala-kendala dalam pencgakan bukum dalam fersebut terdini
dari beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono
Soekanto:™

1. Faktor Hukumnya sendiri, yaite produk perundang-undangan.

Scerjono Soekanto menyimpulkan bahwa gangguan terhadap
pencpakan hukum  yang berasal dan  perundang-undangan
kemungkinan ada tiga hal yaitu

a. tidak ditkutinyz asas-asas beriakunya undang-undang;
b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan
untuk menerapkan UL,

* Soekanto, op.cit, him 8
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¢. Ketidskjelasan arti Kkata-kata didslam UU mengekibatkan

kesimpangsiuran didalam penafsirannya.

Sebagaimana telah penulis ursikan diatas, ada beberaps pasal vang
terdapat kendala dalam penerapannya, yaitu:

- Seperti pasal 101, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku
tindak  pidana  namun  korporasi  sulit  dimintai
pertanggungjawabkan pidana. Akibatnya yang dipidana hanya
para pelaku tindak pidana perikanan di lapangan saja. Dengan
demmikian agar korporasi dapat dipidana melakukan tindak
pidana perikanan, maka romusan pasal 101 ind, harus diubah;

- Pasal 102, penepak hukum tidek dapat menjatuhkan pidana
badan bagi nelayan asing, yang melakukan findak pidana
perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan Negara
tersebut. Tenfu saja sclama belum ada pedanjian dengan
Negara tersebul, wmaks pemberlakuan  pasal ifni dapat
mielemabkan  penegakan  hukisn terhadap  tindsk  pidana
perikanan;

~ begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan in absentia
sebagaimana vang diamanatkan dalam pesal 72, diperlukan
peraturan yang lebih jefas fagi untuk mengatumya.

Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalahan dalam produk
perundang-undangan maka sebaiknye diadakan perubahan dalam
mater: perundang-undangan tersebut. Atau dibuat svatu peraturas
sebagai pelakasanaan dari pasal-pasal dalam undang-undang itu.

Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk
maupun yang menerapkan hukam.

Dari uraian yang penulis utarakan diatas, kebijakan pimpinan di
Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan
pidana, agar perkara tindak pidana perikanan rencana tuntutannya
{rentut} disampaikan ke Kejaksaan Agung, ternyats membust
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penanganan perkargs menjadi kurang efisien. Apalagi untuk
menyelesaikan perkara tindak pidana perikanan hanya dibafasi
wakktu 30 hari. Dan kalaupun kebijakan menyampaikan rentot
terscbut skan tetap dipskai hendaknys dibuat suatu sistem: yang

efisien.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana dan fasilitas, anatara lain mencakup tenaga manusia vang
berpendidikan den ferampil, organisasi yang baik, peralatan yang
mmenimadai dan keuangan yang cukup. Kendala lain yang penulis
uratken berdasarkan  hasi! penelitiannya, yailu  mengenai
penyimpanan barang bukti berupa kapal. Pihak Jaksa Penuvntui
Umam tidak memiliki sarana untuk menyimpan kapal tersebut,
akhirnya kapal dititipkan pada pihak angkatan lsut dipelabyhan.
Dan penitipan kapal ierscbut tentn saja memerivkan blaya
perawatan yang tidak sedikit agar kapal tetap dalam kondist yang
baik, Sehingga dapat bermanfaat jiks di lelang;

Fakfor masyarakat, vaite lingkungan dimana hukum  fersebut
berlaku stau diterapkan.

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hokum melalui
pendapat miercka tenfang hukum. Jika mereka tidak menyadari
bahwa ketidakpatuhan atas hukem mempengaruhi kehidupannya,
ketidak patuhannys it terjadi terus. Sebaliknya masyarakat dapat
pula bereaksl terhadsp pelangpparan yang dilakukan sesama
mercka Masyarakat Indonesia, masihk kurang tingkat kesadarannya
mengenai pentingnya melestarikan sumber daya alam. Mereka
senantiasa menganggap bahwa ikan-ikan di laut tidak skan pernsh
habis. Padahal jika tidak terjaga kelestariannya, maka Iambat laun
sumber daya ikan di Negara kita akan semakin menunin, apalagi
iika banyak nelavan-nelavan dari Nepara asing yang ikut serfa
mencuri ikan-ikan di Negara kita. Jika masyarakat telah memiliki
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kesadaran betapa penfingnya untuk menjaga kelestarian alam
termasuk ikan, tentu saia hal ini dapat membantu aparat penegak
hukum agar ikut serta dalam menjaga kekayaan afam di laut,

Faktor kebudayaan,

Kebudayaan sebagai hasil karya cipla masyarakat dan perganian
hidup dari suat: masyarakat. Kebudayaan yaitu nilai-nilai yang
mendagari hukum yang berlake. Sebagaimana yang telah diuraikan
oleh  penulis, bagaiména suaty  masyarakat masih  kurang
kesadarannya terhadap pelestarian alam, kurangnya kesadaran
untuk melestarikan alam ini merupakan sesuatu hal yang diyakini
oleh masyarakat schingga terinternalisast kedalam diri masyarakat
tersebut. Untuk itulah perlu kiranya, mengubah pendapat yang
diyakini oleh masyarakat ini agar dapat berubah menjadi budaya
yagg menciniai Hoghungan seria mempunyai kesadaran tinggi
untuk  melestarikan  kekavaan alamnya dan menjaganys dart
gangguan berbagai pihak baik dari dalam negeri mappun dari
orang asing.
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BABV
PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian

kepustakaan maupun penelitian di lapangan adalah sebagai berikut :

1.

Penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak
pidana perikanan ikan terdiri dari tahap-tahap yaitu (1).tahap
prapenuntutan dan (2).tahap penuntutan dan upaya hukum yang
kesemuanya berpedoman kepada Petunjuk Teknis Tindak Pidana
Khusus (Penyelesaian Tindak Pidana Khusus) yang diterbitkan
oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung
RI.

Dalam menangani perkara tindak pidana perikanan, Jaksa Penuntut
Umum harus mengajukan rencana tuntutan kepada pimpinan mulai
dari tingkat Kepzla Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi
hingpa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dan
mekanisme rencana tuntutan ini terkadang memerlukan waktu
yang agak lama, padahal perkara tindak pidana perikanan harus

selesai dalam waktu tiga puluh (30) hari.

Beberapa permasalahan hukum yang menimbulkan kendala-
kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap
penanganan kasus tindak pidana perikanan yaitu kebijakan rencana
tuntutan pidana, penerapan beberapa pasal dalam UU No.31 tahun
2004, penjatehan hukuman terhadap korporasi, tmekanisme

penyimpanan dan eksekusi barang bukti serta upaya hukum.

52. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran-

saran sebagai berikut :
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Agar Jaksa Penuntut Umum  senantiass  meningkatkan
kemampuannya schingga dapat menjalankan perspannya secara

optimal dalam menangani tindak pidana perikanan.

Agar permasalaban mengenai kebiiskan rencana funtutan vang
harus dilaporkan pada pbmpinan di Kejaksaan hendaknya ditingan
mekanisme pelaksanaannya, sehingga Jaksa Penontut Umum
masth memiliki kemandirian serta dapat menjalankan tugasnya

secara efektif,

Apar dilakukan revisi terhadap beberapa pasal dalam UU No.3l
Tahun 2004 tentang Perikanan yang menimbulkan kendala dalam
pelaksanaannya ataupun tidak jelas arti  katanya sehingps
mengkibatkan kesimpaog sturan dalam pelaksanaananys,

Agar pembentukan pengadilan perikanan disdskan di tiap-tisp
wilayah yang banysk perkara tindak perikenannya, schingga
penanganan terhadap perkara tindak pidana perikanan dapat
diselenggarakan secars efektif,

Agar mekanisme penyimpanan barang bukii berupa kapal dalam
tindak pidana perikanan perlu diatur sedemikian rupa hingga kapal
tersebut dapat terjuga kemanfaatannnya.
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